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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan
karuniaNya sehingga Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan
Tengah disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022.

Penyusunan Laporan Tahunan ini merupakan rekapitulasi pelayanan
informasi publik sepanjang tahun 2022 sebagai bentuk pelaksanaan tugas Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Surat Keputusan Sekretaris
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 800/74/1.3/DESDM Tanggal 1 Juli 2022
Tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di
Lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2022.

Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran
tentang permasalahan serta kendala yang dihadapi oleh PPID Pelaksana Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dan dapat digunakan
sebagai bahan tindaklanjut dalam pelaksanaan kegiatan PPID Pelaksana Tahun

Anggaran selanjutnya.

Demikian, semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dipergunakan

seperiunya.
Palangka Raya, to Maret 2022
Mengetahui:
Atasan PPID Pelaksana, PPID Pelaksana,
(Vo N
VENT CHRISTWAY, ST., M.Si SYARIFUDIN, S.Hut
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DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL
DAFTAR LAMPIRAN

BAB | PENDAHULUAN

A
B.
C.
D.

Latar Belakang
Maksud dan Tujuan
Landasan Hukum
Sistematika Laporan

BAB Il GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Mmoo

Struktur Organisasi PPID Pelaksana

Tugas dan Fungsi PPID Pelaksana

Mekanisme Pelayanan Informasi Publik

Jadwal Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan Prasarana

Standart Operasional Prosedur Informasi Publik

BAB Il GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PUBLIK

A.
B.

C.

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Publik yang dimiliki beserta kondisinya

Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan

Informasi dan Dokumentasi beserta kualifikasinya

Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

serta Laporan Penggunaannya

BAB IV RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Permohonan Informasi Publik

Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan
informasi publik dengan klasifikasi tertentu

Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik

sebagian atau seluruhnya

Jumlah Permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya

Y
(=R (a N o)l

11
12

14
19

20

21
21

22

30



BAB V RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Keberatan yang diterima

B. Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya
C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi
D. Hasil Mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi

E. Kesaksian untuk memenuhi proses hukum

BAB VI KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

BAB VII REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI

BAB VIII PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN

31
31
31
31
31

32

33

35
36




DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jadwal Pelayanan Informasi Publik

11|

v




DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.

Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor :
800/74/1.3/DESDM Tanggal 1 Juli 2022 Tentang Tim Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2022.

Lampiran 2.

Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor 540/33/SET Tanggal 24 November 2014
Perihal Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik pada Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

Lampiran 3.

Daftar Informasi Publik

Lampiran 4.

Formulir Permintaan Informasi Publik

Formulir Tanda Bukti Penerimaan Informasi Publik

Formulir Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik

Lampiran 5.

Self Assessment Quesioner

Lampiran 6

Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2022

Lampiran 7

Dokumentasi




Laporan Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi

BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keterbukaan informasi merupakan salah satu ujung tombak dalam pencegahan dan
pemberantasan korupsi. Dengan adanya keterbukaan informasi, diharapkan mampu
menciptakan partisipasi luas dari masyarakat dalam mendorong adanya transparansi dan
akuntabilitas. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berfungsi sebagai
pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan
keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih
mudah dan tidak berbelit-belit karena dilayani lewat satu pintu.

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirik, dan/
atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan
penyelenggaraan badan publik lainnya. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada 30 April 2010 merupakan momentum
penting dalam mendorong keterbukaan informasi publik di Indonesia, karena Undang-
Undang ini telah memberikan landasan hukum (Legal Standing) terhadap hak setiap orang
untuk memperoleh informasi publik dimana setiap Badan Publik mempunyai kewajiban
dalam menyediakan dan melayani pvpﬁnohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu,
biaya ringan dan cara sederhana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, maka setiap Badan Publik berkewajibant untuk membuka akses bagi
setiap pemohon informasi publik guna mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa
informasi tertentu. Keterbukaan Informasi Publik ini bertujuan untuk : (1) Menjamin hak
warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan
publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu
keputusan publik; (2) Medorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan
kebijakan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan
publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; mewujudkan penyelenggaraan negara
yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat
dipertanggungjawabkan; (3) Mengetahui alasan kebijakan publik yang memenuhi hajat
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hidup orang banyak; mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan
bangsa; dan (4) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan
Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Operasionalisasi Pasal 28F Amandemen IV UUD NKRI 1945, yaitu Setiap orang
berhak, untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi
dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang
tersedia.

Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu sendiri dijabarkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ditambah lagi dengan Peraturan
Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik dan Keputusan
Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2010 tentang
Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi dimana salah satu tugas Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik
bagi pemohon informasi.

Terkait dengan implementasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan : (1) Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik;
(2) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sekretariat
Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah; (3) Surat Keputusan Gubernur
Kalimantan Tengah Nomor 188.44/322/2011 tentang Penetapan Anggota Komisi
Informasi Provinsi Kalimantan Tengah; dan (4) Surat Keputusan Gubernur Kalimantan
Tengah Nomor 188.44/1099/2013 tentang Pembentukan Organisasi Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya, berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 480/683/HMSP Tanggal 17 November 2014 Perihal Kelembagaan PPID di SKPD
Provinsi Kalimantan Tengah, maka Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka pelaksanaan layanan informasi dan
dokumentasi kepada publik yang sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk tahun 2022
sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah  telah
membentuk PPID Pelaksana di Lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Tengah melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor: 800/74/1.3/DESDM Tanggal 1 Juli 2022 Tentang Tim Pejabat
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Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah

dimaksudkan sebagai sumber informasi tentang pelaksanaan layanan informasi dan

dokumentasi kepada publik yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sedangkan Tujuannya adalah :

1.

Memberikan informasi tentang PPID Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;

Memberikan informasi tentang kegiatan layanan publik pada Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;

Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagai PPID Pelaksana dan bahan

pengambilan keputusan atau tindaklanjut.

C. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Kalimantan Tengah adalah sebagai bgrikut :

1.
2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU
KIP);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008;

Peraturan Presiden Nomor 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik;
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D.

10.

11.

12.

13.

14.

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informastika Republik Indonesia Nomor 117
Tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Kalimantan Tengah;

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan
Tengah;

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/1099/2013 Tanggal
23 Desember 2013 tentang Pembentukan Organisasi, Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;

Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 480/683/HMSP
Tanggal 17 November 2014 Perihal Kelembagaan PPID di SKPD Provinsi
Kalimantan Tengah;

Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor: 800/74/1.3/DESDM Tanggal 1 Juli 2022 Tentang Tim
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Energi
dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

SISTEMATIKA LAPORAN
Adapun sistematika penulisan Laporan ini adalah sebagai berikut :

BAB L PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan
C. Landasan Hukum

D. Sistematika Laporan
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BAB IL
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C. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik
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DOKUMENTASI PUBLIK
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B. Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi beserta kualifikasinya
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RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
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publik dengan klasifikasi tertentu.
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B. Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya
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LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
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DOKUMENTASI
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BAB I
GAMBARAN UMUM

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA

Struktur PPID Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

Kalimantan Tengah untuk tahun anggaran 2022 ini ditetapkan berdasarkan Surat
Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 800/74/1.3/DESDM

Tanggal 1 Juli 2022 Tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pelaksana pad Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah,

sebagai berikut :

Pengarah : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan
Tengah.

Tim Pertimbangan :

- Kabid Energi dan Ketenagalistrikan

- Kabid Geologi dan Air Tanah

- Kabid Mineral dan Batubara

- Kabid Pengawasan Minerba, Energi dan Air Tanah.
PPID Pelaksana : Sekretaris Dinas

Sekretaris PPID Pelaksana

Bidang-Bidang :

a. Bidang Pelayanan Informasi

b. Bidang Pengelolaan Informasi, Dokumentasi dan Arsip
¢. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

(SK Terlampir)

A.
1.
2
3.
4.
5.
B.

TUGAS DAN FUNGSI PPID PELAKSANA

Mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor : 800/74/1.3/DESDM Tanggal 1 Juli 2022 Tentang Tim Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pad Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
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Provinsi Kalimantan Tengah, maka tugas PPID Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :
1. Tugas Pengarah PPID Pelaksana
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sebagai
atasan PPID Pelaksana bertugas memimpin, membina, mengkoordinasikan,
merencanakan serta menetapkan jenis informasi, SOP, Standar Pelayanan Publik (SPP)
dan pengembangan semua kegiatan, serta menandatangani Surat Jawaban Pemohon

Informasi dan Surat Jawaban Keberatan oleh Pemohon Informasi pada PPID Pelaksana

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah serta

bertanggungjawab kepada atasan PPID Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan

Tengah.

2. Tugas Tim Pertimbangan PPID Pelaksana
Tim Pertimbangan Pelaksana mempunyai tugas :

a. Memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan kepada atasan
PPID dan kepada PPID Pelaksana di Lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Memberikan perimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan
layanan informasi publik di Lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Tugas PPID Pelaksana :

PPID Pelaksana mempunyai tugas :

a. Mengeluarkan surat tanggapan sebagai surat jawaban diterima/ditolak permohonan
informasi oleh Pemohon informasi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Tengah dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja +
(ditambah) perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja dengan pemberitahuan tertulis
yang ditanda tangani oleh atasan PPID Pelaksana.

b. Jika permohonan informasi ditolak dan Pemohon informasi mengajukan keberatan
maka PPID Pelaksana mempunyai tugas mengeluarkan surat jawaban secara tertulis
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.

c. Bertanggungjawab dalam membina, mengarahkan ke bidang-bidang PPID
Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan pelayanan informasi publik kepada

Pemohon informasi.
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4. Tugas Bidang Pelayanan Informasi

Sekretaris PPID Pelaksana mempunyai tugas :

a.

Menyiapkan surat tanggapan sebagai surat jawaban diterima/ditolak permohonan
informasi oleh Pemohon informasi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Tengah dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja +
(ditambah) perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja dengan pemberitahuan tertulis
yang ditanda tangani oleh atasan PPID Pelaksana.

Bersama PPID Pelaksana bertanggung jawab dalam membina, mengarahkan ke
bidang-bidang PPID Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan pelayanan informasi
publik kepada Pemohon infromasi.

. Bertanggungnjawab terhadap kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan

PPID Pelaksana.

5. Tugas Bidang Pelayanan Informasi

Bidang pelayanan informasi mempunyai tugas :

a.

Menerima Pemohon informasi di meja informasi ruang kerja PPID Pelaksana pada
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

. Mencatat semua data administrasi Pemohon informasi seperti : nama, alamat,

subjek/jenis informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang di
inginkan.

Memberikan tanda bukti seperti nomor tanda terima Pemohon informasi sebagai
bukti bahwa Pemohon tercatat telah melakukan permintaan informasi di PPID
Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan
Tengah.

Memberi penjelasan pada Pemohon informasi atas maksud, tujuan dan jenis
informasi yang diminta.

Meminta pada Pemohon informasi melengkapi berkas pemohon yang belum
lengkap.

6. Tugas Bidang Pengelolaan Informasi

Bidang Pengelolaan Informasi mempunyai tugas:

a.

Mengkoordinasikan jenis informasi yang di data oleh bidang pelayanan informasi
pada 4 (empat) Bidang dan 1 (satu) Sekretariat di Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.
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&

b. Memproses surat jawaban Pemohon informasi yang telah diperiksa oleh bidang
pelayanan informasi dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja + (ditambah)
perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja dengan pemberitahuan tertulis.

¢. Memproses surat tanggapan atas surat pengajuan keberatan oleh Pemohon
informasi dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.

f. Mempersiapkan dan membuat proses surat menyurat sebagai tanda pelayanan
informasi lain yang menyangkut proses pelayanan informasi pada PPID Pelaksana
pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

Tugas Bidang Dokumentasi dan Arsip

Bidang Dokumentasi dan  Arsip mempunyai ftugas mengagendakan/

mendokumentasikan seluruh surat menyurat, tata administrasi dan dokumentasi fhoto

kegiatan pada pengajuan permohonan informasi pada PPID Pelaksana pada Dinas

Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

Tugas Bidang Pengaduan dan Penyelesiaan Senngketa

Bidang Pengaduan dan Penyelesiaan Sengketa mempunyai tugas:

1. Mempersiapkan bahan pembahasan dan mengkoordinasikan dengan atasan PPID
Pelaksana dan PPID Pelaksana terhadap berbagai sengketa informasi yang terkait
dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait/mitra kerja menyangkut pengaduan

dan penyelesaian sengketa.

C. MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Mekanisme Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Energi dan Sumber Daya

Mineral Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Surat Keputusan Kepala Dinas

Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 540/33/SET Tanggal 24
November 2014 tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional

Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi

Kalimantan Tengah yang menyatakan bahwa penetapan Standar Pelayanan Publik Dinas

Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan melalui 2 (dua)
cara, yakni :
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1. Secara aktif/pengumuman, dengan ketentuan sebagai berikut :

a.

Informasi publik yang wajib disediakan dan umumkan adalah informasi publik
yang disediakan dan diumumkan secara berkala maupun informasi publik yang
disediakan secara serta merta.

Informasi publik yang wajib disediakan dan umumkan dilakukan melalui papan

pengumuman, brosur, media cetak dan website.

2. Secara pasif/permohonan, dengan ketentuan sebagai berikut :

a.

Informasi publik dapat diperoleh baik secara langsung datang ke PPID Pelaksana di
desk layanan informasi maupun secara langsung yakni melalui telepon, surat, email
dan faksimile.

Permohonan informasi publik dapat diajukan baik secara tertulis atau tidak tertulis.
Permohonan yang disampaikan secara lisan atau tidak tertulis, baik datang langsung
maupun melalui media telepon, hanya melayani informasi yang sifatnya umum dan
dikuasai oleh petugas informasi.

Permohonan yang disampaikan tidak tertulis dan materi permohonan tidak dikuasai
oleh petugas informasi, materi permohonan tidak terdapat didalam Daftar Informasi
Publik (DIP) dan/atau materi permohonan terdapat di dalam DIP namun perlu lebih
lanjut untuk dilakukan uji konsekuensi, maka Petugas informasi menyampaikan
kepada Pemohon informasi untuk membuat surat permohonan. Permohonan pihak
pemohon hanya ditanggapi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh PPID
Pelaksana.

Persyaratan permohonan dan ketentuan-ketentuan lainnya ditetapkan sebagaimana
tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor: 540/33/SET Tanggal 24 November 2014 perihal
Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan
Informasi Publik pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

Kalimantan Tengah.

JADWAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Jadwal pelayanan informasi publik pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan pada hari kerja Senin s.d Jumat dengan
mengacu pada Nomor: 540/33/SET Tanggal 24 November 2014 perihal Standar Pelayanan
Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik pada

10




Laporan Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagaimana

tabel berikut :
TABEL 1.
JADWAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
s R s L I T
Senin s.d Kamis Buka : 09.00-12.00 WIB

Istirahat : 12.00 — 13.00 WIB
Buka : 13.00-16.00 WIB
Jumat Buka : 09.00-11.00 WIB
Istirahat : 11.00 — 13.00 WIB
Buka : 13.00-16.00 WIB

E. SARANA DAN PRASARANA

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri
atas:
1. Ruangan Desk Informasi Publik
Luas ruangan desk informasi publik yang berukuran 1,5 x 3 meter persegi yang
terdiri dari 3 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu. Ruangan ini dilengkapi
2 (dua) printer, 1 (satu) telepon/faksimlie, instrumen untuk transaksi pada layanan
informasi berupa formulir permohonan, tanda bukti penerimaan permintaan informasi
publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan dan
buku tamu. Ruang tamu yang dilengkapi dengan 1 (satu) set sopa tamu, 2 (dua) unit PC
yang berisi informasi publik.
2. Penyediaan Akses Informasi Publik
Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan
informasi publik yang dihasilkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Kalimantan Tengah, selain dapat datang langsung, dapat melalui telepon/fax atau
melalui email, juga dilakukan dengan melakukan penyediaan informasi melalui website
dengan alamat: http//distamben.kalteng.go.id dan http:ppid.kalteng.go.id
Website tersebut terdiri dari kanal beranda, badan publik, struktur, standar layanan,

informasi publik, mekanisme, akses publik, sengketa informasi, pemohon informasi,

simpul layanan, galeri, frequently asked questions, regulasi serta dilengkapi audio

video mengenai keterbukaan informasi publik. Selain itu penyediaan akses informasi

11




Laporan Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi

melalui website ini bertujuan untuk berbagi informasi kepada sesama badan publik
mengenai perkembangan dalam tata kelola PPID.
3. Sumber Daya manusia
Pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

F. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) INFORMASI PUBLIK
Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi pada Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana ditetapkan dalam Surat
Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor: 540/33/SET Tanggal 24 November 2014 perihal Standar Pelayanan Publik (SPP)
dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik pada Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan sebagai berikut :
1. Mendorong terwujudnya implementasi UU KIP secara efektif dan hak-hak publik
terhadap informasi publik.
2. Memberikan standar bagi PPID Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.
3. Meningkatkan pelayanan informasi publik pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Tengah untuk menghasilkan layanan informasi publik yang
berkualitas.
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BAB Il
GAMBARAN UMUM

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PUBLIK

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik melalui PPID Pelaksana pada

Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 meliputi:

Waktu Pelayanan, Data Jumlah Permohonan dan Permintaan Informasi, Data Sengketa
Informasi Publik, Data Kesaksian Untuk Proses Hukum, Anggaran Informasi Publik dan
Kendala Pelayanan Informasi Publik, yang dapat mengajukan permohonan informasi publik

adalah Setiap warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik.

Pejabat Pengelola Infromasi dan Dokumentasi Pelaksana adalah pejabat yang

melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada satuan perangkat daerah dengan
Pengkalisifikasian informasi terdiri dari :

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang
wajib diumukan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan
informasi yang dikecualikan.

Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan
dokumentasi yang ada dilingkugannya.

Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi
yang ada dilingkungannya kepada publik.

Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada dilingkungannya.

Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya.
Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya untuk akses
masyarakat.

Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan pada PPID

Utama.
Memberikan laporan tentang pengelolaan infromasi yang ada dilingkungan kepada
PPID Utama secara berkala.

13




Laporan Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi

A. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PUBLIK YANG DIMILIKI BESERTA KONDISINYA

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri
atas:
1. Ruangan Desk Informasi Publik

Ruangan pelayanan informasi publik berukuran 3 x 4 meter persegi yang
terdiri dari 2 meja front desk dan kursi 5. Ruangan ini dilengkapi 1 printer dan 1
komputer instrumen untuk transaksi pada layanan informasi berupa formulir
permohonan , tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti
penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan dan buku tamu.

Tampak dari Depan Ruang PPID
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Disamping itu, selain diruangan khusus pelayanan informasi public Dinas Energi
Sumber Daya mineral juga mempunyai ruangan pelayanan umum yang luas ruangan
berukuran 1,5 x 3 meter persegi yang terdiri dari 3 meja front desk dan kursi petugas
serta kursi tamu. Ruangan ini dilengkapi 2 (dua) printer, 1 (satu) telepon/faksimlie,
instrumen untuk transaksi pada layanan informasi berupa formulir permohonan ,
tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan
informasi publik serta formulir pengajuan keberatan dan buku tamu. Ruang tamu
yang dilengkapi dengan 1 (satu) set sopa tamu.

Lo =

2. Penyediaan Akses Informasi Publik
Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan
informasi publik yang dihasilkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Provinsi Kalimantan Tengah, selain dapat datang langsung, dapat melalui
telepon/fax atau melalui email, juga dilakukan dengan melakukan penyediaan
informasi melalui website PPID Pelaksna dengan alamat : http:ppid.kalteng.go.id
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Website tersebut terdiri dari kanal beranda, badan publik, struktur, standar layanan,
informasi publik, mekanisme, akses publik, sengketa informasi, pemohon informasi,

simpul layanan, galeri, frequently asked questions, regulasi dan lainnya. Selain itu

penyediaan akses informasi melalui website ini bertujuan untuk berbagi informasi
kepada sesama badan publik mengenai perkembangan dalam tata kelola PPID.

Waktu Pelayanan
Dalam memberikan layanan kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian

pelayanan Informasi Publikdilaksanakan pada hari kerja senin sampai dengan juma’at.
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Media Pelayanan Facebook, Web PPID Pelaksana dan Instagram

Dinas Esdm Provins| Kalteng il ol i
Dinas Energi & Sumberdaya Mineral
Prov.kalteng
Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalteng Bpk. Dr. Ermal
Subhan,STMT, melaksanakan Rapat Kerja dengan
Anggota Komisi VIl DPR RI Bpk. Drs. Mukhtarudin, yang
dilaksanakan secara daring pada 25 Agustus 2021,
pukul 20.00 Wib - selesal

Dinas Esdm Provinsi Kalteng

... Bekerja di Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral

Tinggal di Palangka Raya

O

Dari Palangka Raya

Lihat Info Tentang Dinas

Teman
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Mekanisme Memperoleh Informasi Publik

10 hari kerja , dan dapat diperpanjang

Maksimal 7 hari kerja
[l Berisi: \
g 1. Informasi dikuasai ||
Permohonan 4 PPID .| Pemberitahuan | Jtidak; ﬂ
Informasi Publik Tertulis 2. Format Informasi
yang tersedia;
= = 3. Biaya
\ 4. Waktu Penyediaan
Permohonan (/ Yang Harus
L_ dilakukan secara | | | Dilakukan: -
? tertulis dengan: 2 | 1.Memperjelas : =
|| 1.Mengisi Formulir || | Informasi/do / == a)
permohonan kumen yang || Berisi:
yang telah diminta 1.Penolakan
disediakan 2.Mencatat Permoho_nan i
2.Membuat Surat Dalam Buku L | PENOLAKAN |__| Informas! |
Permohonan | | Register | Z'ijasda' dari g ﬁ
|| Informasi Publik; || | Permohonan | | | neanguRcEng 1
g 3.Menyertakan | § Informasi | | Yane i
|| salinan Identitas || 3.Memberi mengecdalizan
'l Permohonan E Tanda Bukti Informasiyang ||
l Informasi Publik ! Permohonan diminta }
- -
. /J l‘\ /‘!
e ——— S ———
E Harus dipastikan "
|| bahwa informasi ﬂ
PEMBERIAN yang diberikan
INFORMASI sesuai dengan
informasi yang |
|| diminta H
e

B. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI PELAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI BESERTA KUALIFIKASINYA

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat diperlukan dalam melaksanakan
tugas dalam pengembangan SDM dibidang teknologi informasi dan komunikasi,
khususnya dipenggunaan aplikasi PPID schingga terwujud aparatur pemerintah yang
mempunyai kompetensi di bidang pengelolaan dokumentasi dan informasi dengan
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam menghadapi era keterbukaan

informasi publik sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan informasi kepada
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masyarakat secara cepat, murah, transparan dan akuntabel. Pelayanan informasi publik
PPID Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melibatkan seluruh sumber daya
manusia yang ada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan
Tengah yang diharapkan akan meningkatkan layanan penyediaan informasi yang
berkualitas serta dapat mendorong semua lembaga untuk melakukan pelayanan atas
permintaan informasi publik secara cepat, tepat, dan utuh dan memperkuat SDM PPID.

C. ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK SERTA
LAPORAN PENGGUNAANNYA

PPID Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi
Kalimantan Tengah dalam memberikan layanan informasi publik untuk tahun anggaran
2022 belum memiliki alokasi anggaran tersendiri dan disisi lain anggaran mengalami
Refokusing dalam rangka percepatan penanggulangan Corona Virus Disease 2019
( Covid -19) menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020.

Untuk tahun 2023 PPID Pelakana Dinas Energi dan Sumber daya Mineral
Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai anggaran dari DPA - SKPD Nomor
188.44/551/2011 Tanggal 29 Desember 2022.

Dalam memberikan layanan kepada pemohon informasi tidak dipungut biaya/gratis
(dokumen akan diberikan dalam format softcopy).
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BAB IV

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Permohonan dan permintaan data informasi publik pada Dinas Energi dan Sumber

daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah yang berlangsung selama Tahun 2022 adalah

sebagai berikut :

No

Bulan

Jumlah

Pemberian

Penolakan

Proses

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

00 | S| O L) | b e

Juli

Agustus

©

September

e

Oktober

[a—
[

November

i

Desember

e O AN QB[

O Io|o|o|o|o|Io|Io|IQ|IQ|e|e

| oo |en Ol Q|22 |00

B. WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI SETIAP
INFORMASI PUBLIK DENGAN KLASIFIKASI TERTENTU

PERMOHONAN

PPID Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi

Kalimantan Tengah memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja dari
Jam 09.00-16.00 WIB Hari Senin s.d Jum’at (dengan satu jam ISHOMA), dengan waktu

efektif setiap hari 5 (lima) jam dan dalam seminggu 25 (dua puluh lima) jam.

Meskipun jam kerja layanan informasi di desk infromasi dibatasi, namun diluar jam kerja

tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk menggunakan haknya dan

itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa

harus secara fisik mendatangi desk informasi PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi

Kalimantan Tengah.
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C. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKABULKAN SEBAGIAN
ATAU SELURUHNYA TAHUN 2022

Januari

No | Tanggal/ | Nama | Alamat/ | Pekerjaan | Informasi yang Tujuan Informasi/ Data
No. Surat | Pemohon No di minta Permohonan | yang diberikan

Lengkap

L 11 Setda Permintaan Permintaan Data Minerba
Januari Data  Indeks | Data
2022 Daerah sebagai
050/23/bi bahan
d- pemberian
1/Bapped penghargaan
alitbang IGA 2022

2, 12 Bappd Permintaan Permintaan Data Minerba
Januari litbang Data Perizinan | Data
2022
050/26/1
V/Bapp
litbang

3. 13 Bappd Permintaan Permintaan Data Minerba
Januari litbang Data Data
2022
030/34/1
V/Bapp
litbang

4. 14 Setda Permintaan Permintaan Sekretariat
Januari Data Data
2022 Pembangunan
050/46/11
/bappedal
itbang

5. 19 Setda Permintaan Permintaan Sekretariat
Januari Data dalam Data
2022 Implementasi
004/tu.lt. BLUD
2022/ek

6. 17 BPKP Permintaan Permintaan Data Minerba
Januari Data Data
2022 S-
66/pw
15/2/22

7. 19 DPMPTS Permintaan Permintaan Data Minerba
Januari P Data Perijinan | Data
2022
503/U/dp
mpisp

8. 20 Bappedal Permintaan Permintaan Sekretariat
Januari itbang Dokumen Data
2022
005//55/
bappedali
tbang
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Februari
1. 25 Setda Permintaan Data | Permintaan | Sekretariat
Februari | Barut u/penyusunan Data
2022 buku saku
064/07ad gambaran umum
m.bang Kab.Barut Thn
2022
2. 18 Kementri Permintaan Data | Permintaan | Data
Februari | an Data Minerba  dan
2022 Pertahan Geologi
B/258/1/2 | an RI
2/djpot
3. 7 DPMPTS Permintaan Data | Permintaan | Data
Februari | P Kapuas Perusahaan Data Minerba
2022 Tambang
503/053/
BP3NP
4. 9 Setda Permintaan Data | Permintaan | Sekretariat
Februari Tepra Data
2022
411/53/A
D.BANS
Maret
1. 23 Maret | Dinas Permohonan Data | Permintaan | Data
2022 PUPRKI Iup Data Minerba
Unn M
500/89/E
K.SDA
z 23 Maret | Kanwil Permintaan Data | Permintaan | Data
2022 Dirjen Data Minerba
S- Pajak
400/wps- | Kalselten
29/ g
3. 29 Maret | BPJS Permintaan Data | Permintaan | Sekretariat
2022 Data
590/VII-
06/0322
4, 29 Maret | BPK RI Permintaan Data | Permintaan | Data
2022 Pemegang  Izin | Data Kelistrikan
7/terinci/ Penyediaan
LKPD/ka Tenaga Listrik v/
lteng/22 Kepentingan
sendiri
5. 29 Maret | Setda Permintaan Permintaan | Data Minerba
2022 Updating  Data | Data
545/172/1 Pertambangan
11/22 Iup Mineral
Logam dan
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Batuan di
Kab.Kotim
6. 31 Maret | Setda Permintaan Data | Permintaan | Data
2022 Bartim Desa  Berlistrik | Data Kelistrikan
500/08/ Triwulan [ Thn
eksda 2022
7. 31 Maret | Setda Permintaan Data | Permintaan | Data
2022 Tepra Data Kelistrikan
411/73/
ad.bang/2
2
April
1. 4  April | Bpkad Permintaan Data | Permintaan | Data
2022 Barsel Data Minerba
973/19/b
pkad./22
2. 11 April | Setda/ Permintaan Data / | Permintaan | Data
2022 Inspektor dok dalam rangka | Data Seketariat
at evaluasi SAKIP
Pemda Prov.
Kalteng  Tahun
2022
3. 8 April Setda Permintaan Data | Permintaan | Data
2022 Penyusunan Data Minerba
660/214/1 Ikplhd tahun 2021 Pengawasan
J/dlh
4. 13 April | Setda Permintaan Data | Permintaan | Data
2022 Kasonga Berlistrik dan | Data Listrik
050.3/69/ | n Desa Belum
IV/eksda Berlistrik
Triwulan 1 2022
5. 14 April | Setda Permintaan Data | Permintaan | Data
2022 Pejabat PPNS | Data Seketariat
Pro Pro.Kalteng
331.1/03
4/bid.1/P
ol.pp/22
6. 14 April | UP3 Permintaan Data | Permintaan | Data
2022 Palangka Kelistrikan Triw.l | Data Kelistrikan
Pro Raya tahun 2021
0378/sth.
01.01/C1
3050000/
22
7. 19 April | Setda Permintaan Data | Permintaan | Data
2022 Kasonga Produksi Data Pengawasan
050.3/78/ | n Pertambangan
IV/eksda dan  penggalian

Triw.l Tahun
2022
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Mei
1. 9  Mei | Setda Permintaan Data | Permintaan | Data
2022 Tepra Data Sekretariat
411/94/a
d.bang/2
2
2. ... Mei | Setda Permintaan Data | Permintaan | Data
2022 Seruyan Pertambangan Data Minerba
973/416/
bapenda
3. 19 Mei | DPMPTS Permintaan Data | Permintaan | Data
2022 P Gumas Perizinan Pelaku | Data Minerba
750/348/ Usaha  u/sektor
dpmptsp/ kehutanan  dan
DN/22 pertambangan
yang masih aktif
sd triw. I 2022 di
Kab.Gumas
4. 31 Mei | Setda Permintaan Data | Permintaan | Data
2022 Tepra Data Sekretariat
411/105/
ad.bang/2
2
Juni
1. 7  Juni | DLH Permintaan Data | Permintaan | Data
2022 MURA dan informasi | Data Minerba
660/03/dl keg.usaha
h.mr.01/2 pertambangan
2 yang berpotensi
di wil.Mura
2, 7 Juni | Bapenda Permohonan Data | Permohona | Data
2022 penyelenggaraan | n Data Minerba,
C/VI/21 ketenagalistrikan Pengawasan,
no pln di Kelistrikan
kab.lamandau
3. 20 Juni | Badan Permintaan data | Permintaan | Data
2022 Pengelol pemegang IUP di | Data Minerba
973/199/ | a Pajak wilayah
bi.pelbpp | dan Kab.Kapuas
rd/11/22 Retribusi
Daerah
4, 22 Juni | Setda Permintaan Data | Permintaan | Data
2022 Internet ASN | Data Sekretariat
700/241/ dalam  penilaian
SPNS/SE integritas thn
KRE- 2022
1/Insp
5. T/1446/le | Ombuds Permintaan Permintaan | Data Minerba
m.06.k5/ | man klasifikasi laporan | Data
0357.202 masyarakat
2/V1/22
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6. 23 Juni | Setda Permintaan Data | Permintaan | Data
2022 Data Sekretariat
050/453/

U/Bappli
tbang

7. 30  Juni | Dirjen Permintaan Data | Permintaan | Data
2022 Minerba dan Informasi | Data Sekretariat
B- IPR Provinsi
273/mb.0
3/dbp
pp/22

Juli

1. 7 Juli | KPP Permintaan Data | Permintaan | Data
2022 Madya Pertambangan Data Minerba
S- Dua SBY
1471/kpp
A114/22

3 005/81/1 | Bappedal Permintaan Data | Permintaan | Data
V/Bappe | itbang Realisasi APBD | Data Sekretariat
dalitbang Thn 2023-bln

Juni 2022
14 Juli | Setda Penyampaian data | Permintaan | Data
2022 Pulpis desa. Data Kelistrikan
500/49/e
k.sda/VII
1/22

3. 18  Juli | Setda Penyampaian data | Permintaan | Data
2022 Kapuas desa kelistrikan | Data Kelistrikan
011.1/11. dan belum
02/PPsda berlistrik  triw.II

thn 2022

4, 26 Juli | Setda Penyampaian data | Permintaan | Data
2022 Seruyan Rasio Data Kelistrikan
500/127/ Elektrifikasi
ek.sda/VI Kab.Seruyan
11/22 Triw.1l Thn 2022

5. 26  Juli | PLN Penyampaian data | Permintaan | Data
2022 (up3. kelistrikan triw.1l | Data Kelistrikan
0753/sth | Palangka thn 2022
01.01/D1 | Raya)

3050000/
22

6. 27  Juli | Setda Penyampaian data | Permintaan | Data
2022 Barut desa kelistrikan | Data Kelistrikan
005/39/e dan belum
k.sda berlistrik  triw.Il

thn 2022

Agustus

1. 1 BPJS Permintaan Data | Permintaan | Data
Agustus | Kesehata Perusahaan Data Sekretariat
2022 n
1348/VII
1.06/0822

2. 4 Kajati Permintaan Data | Permintaan | Data Minerba
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Agustus
2022
R.294/0.
2.3/DEK.
1/08/22

Kalteng

Intelelinjen
Ekonomis dan
Keuangan

Data

3. 5
Agustus
2022
B/409/1K
FT.4/IN
D/VII/20
22

Dirjen
Industri
Kimia
Farmasi
dan
Tekstil

Permohonan Data
Informasi

Permintaan
Data

Data Minerba

4, 22
Agustus
2022
300/33/E
K.SDA/

Setda
Bartim

Permintaan Data
Berlistrik dan
belum  berlistrik
Triw. II Tahun
2022

Permintaan
Data

Data
Kelistrikan

5. 25
Agustus
2022
B.286/hk
.05/sjh4.
22

KESDM

Permohonan Data
Informasi

Permintaan
Data

Data Minerba

6. 29
Agustus
2022
411/176/
ad.bang/2
2

Setda

Permintaan Data
Tepra

Permintaan
Data

Data Minerba

September

L. 5
Septemb
er 2022
050/7134
/bid.V/ba
pplitbang

Setda

Permintaan Data
Capaian Tujuan
Pembangunan
Berkelanjutan
edgs

Permintaan
Data

Data
Minerba

2. 14
Septemb
er 2022
B-
112/mb.0
5/dbb.Pu/
22

Dirjen
Minerba

Konfirmasi
Perizinan

Permintaan
Data

Data
Minerba

3. 22
Septemb
er 2022
050/036/t
apd/22

Setda

Permintaan Data

Permintaan
Data

Data
Sekretariat

4. 22
Septemb
er 2022
411/196/
ad.bang/2
2

Setda

Permintaan Data
Tepra

Permintaan
Data

Data
Sekretariat
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23 Setda Permintaan Data | Permintaan | Data
Septemb | Sampit Pertambangan Data Minerba
er 2022 Komoditas Pasir
545/553/ Urug
sda/l/22

5. 26 Dirjen Permintaan Data | Permintaan | Data
Septemb | Kelistrik ASN dalam | Data Kelistrikan
er 2022 an rangka program
B.1982/pP pengautan SDM
006/SDL sektor Kelistrikan
1722

6. 29 DLH Data  informasi | Permintaan | Data
Septemb perizinan Data Minerba
er 2022 berusaha minerba
660/487/1
V.1

7. 26 Dirjen Konfirmasi Permintaan | Data
Septemb | Minerba Perizinan Data Minerba
er 2022
B.1175/
mb.05/db
bpu/22

8. 28 Dirjen Data desa | Permintaan | Data
Septemb | Minerba kelistrikan triw.Il | Data Kelistrikan
er 2022 Tahun 2022
B.103/set
da/ass.IL.
ek/5000/
09/22

9. 29 Setda Permintaan Permintaan | Data
Septemb dokumen terkait | Data Minerba
er 2022 kebijakan satu
050/784/1 pintu oleh tim
I1/bapped Bpk RI
alitbang Perwakilan

Kalteng

Oktober

1. 3 PLN UIP Permohonan Permintaan | Data
Oktober | KLB Informasi IUP | Data Kelistrikan
2022 terhadap  mana
2162/ pembayaran
115.01.03 transmisi sutt 150
/E400000 kv pbun ptklm
00/22 kab. kobar

2. Oktober | Bappeda Permohonan Data | Permintaan | Data
2022 Barsel Pertambangan Data Minerba
050/327/ Barsel
ESDA-
BAPP/V/
22
12 Setda Permintaan Data | Permintaan | Data
Oktober Pelaksana Data Sekretariat
2022 Pembangunan
422/203/ Fisik/Konstruksi
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ad.bag/22 Thn 2022

3. 18 BPPN RI Permintaan Data | Permintaan | Data
Oktober untuk Penyusunan | Data Minerba
2022 Dokumen
14913/D Rencana
T.35/10/2 Pembangunan
022 Daerah  Rendah

Karbon

4. 20 Setda Permintaan Data | Permintaan | Data
Oktober Profil KEHATI Data Sekretariat
2022
660/526/1
.3/DLH

5. 24 Setda Data desa | Permintaan | Data
Oktober berlistrik dan | Data Kelistrikan
2022 belum  berlistrik
540/226/ triw.III thn 2022
X/eksda

6. 25 Setda Permintaan Data | Permintaan | Data
Oktober Inventaris Emisi | Data Minerba
2022 GRK thn 2022
660/553/1
.3/DLH

November

1. 1 DPUPR Permohonan Permintaan | Data
Novembe Data Data Geologi
r2022
600/332/
dpupr.ek/
X1/22

2. 3 DPMPT Permintaan SPP | Permintaan | Data
Novembe | SP dan SOP | Data Minerba
r2022 Pendelegasian
570/346/ Perizinan
b.Il/dpm Berusaha di
pisp22 bid.pertambanga

n minerba

3. 21 Disnake Permintaan Data | Permintaan | Data
Novembe | rtrans Sektor Minerba | Data Minerba
r2022
566/1780
/pky/V1/n
akertrans

4. 21 Dpupr Permintaan Data | Permintaan | Data
Novembe untuk Data Geologi
r2022 penyusunan
300/139/ Rispun
puprper
kimtan/V .
1/22

3. 23 DPMPT Mohon Permintaan | Data
Novembe | SP Informasi Data | Data Minerba
r 2022 Perusahaan
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600/139/
dpuprper
kimtan/V
1/22

Pelaku Usaha

6. 28 Setda
Novembe | Kota
r 2022
10/dishu
b.I11/X/2
2

Permintaan Data

Permintaan
Data

Data
Minerba

7. 30
Novembe
r2022
050/847/
V/bappel
itbang

8. 31 Setda
Novembe
r2022
411/225/
hd.bang/
22

Permintaan Data

Penyusunan
RKPD

Data
Sekretariat

Desember

1. - -

D. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DITOLAK BESERTA

ALASANNYA
No | Tanggal | Nama Alamat/ | Pekerjaan | Informasi yang di | Tujuan Alasan
Pemohon No minta Permohon an | ditolak
Lengkap
1. |0 0 0 0 0 0 Dikecualikan
2. 10 0 0 0 0 0 Belum
dikuasai
3. |0 0 0 0 0 0 Tidak dalam
Penguasaan
4. |0 0 0 0 0 0 Otoritas
Instansi lain
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BAB V

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. JUMLAH KEBERATAN YANG DITERIMA

Data permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diterima dari Komisi
Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Tengah selama Tahun 2022 :
Jumlah keberatan yang diterima oleh PPID Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah atas tidak dikabulkannya atau tidak
terpenuhinya informasi tidak ada.

B. TANGGAPAN ATAS KEBERATAN YANG  DIBERIKAN DAN
PELAKSANAANNYA

Tanggapan terhadap keberatan telah dijawab sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tidak ada.

C. JUMLAH PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA KE KOMISI INFORMASI

D. HASIL MEDIASI DAN/ATAU KEPUTUSAN AJUDIKASI KOMISI INFORMASI

Informasi dari jumlah keberatan masuk, diselesaikan melalui mediasi yang
dimediator oleh Komisi Informasi Kalimantan Tengah. Permohonan keberatan dimaksud
menemukan kata sepakat antara pemohon, termohon dan pihak mediator sehingga tidak
perlu dilanjutkan ke sidang ajudikasi di Majelis Komisioner (MK) KI tidak ada.

E. KESAKSIAN UNTUK MEMENUHI PROSES HUKUM
PPID Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi
Kalimantan Tengah selama tahun 2022 belum pernah diminta memberikan kesaksian

untuk penyelesaian sengketa informasi di pengadilan.
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BAB V1

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Kendala pelaksanaan layanan informasi publik PPID Pelaksana pada Dinas Energi
dan Sumber daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2022 adalah sebagai
berikut :

1. Kurangnya sarana dan prasarana untuk mengakses informasi melalui jaringan
internet.

2. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3. Kurangnya kepedulian masyarakat untuk mengakses informasi yang telah
disediakan.
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BAB VII

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Informasi pelayanan publik melalui PPID Pelaksana pada Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Selama Tahun 2022 telah
dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Nomor : 800/74/1.3/DESDM Tanggal 1 Juli 2022 Tentang Tim Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Energi
dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan Surat
Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 450/33/SET Tanggal 24 November 2014 Perihal Standar Pelayanan Publik
(SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik pada Dinas
Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik PPID Pelaksana pada Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah yang berlangsung
selama tahun 2022 terdapat beberapa kendala sebagai berikut :

a. Kurangnya jaringan untuk mengakses informasi melalui jarimgan internet.

b. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik serta kurangnya kepedulian masyarakat
untuk mengakses informasi yang telah disediakan.

¢. Kurangnya fasilitas untuk pelayanan.

Sehubungan dengan berbagai kendala yang telah disebutkan di atas maka disarankan sebagai
rekomendasi dan rencana tindak lanjut dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik PPID
Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sebagai

berikut :

1. Perlunya penambahan fasilitas jaringan untuk mengakses informasi melalui jaringan

internet.
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2. Penyediaan aplikasi layanan informasi publik untuk transaksi permintaan informasi,
penanganan pengaduan/keberatan, recording hasil transaksi, serta laporan.

3. Peningkatan tata kelola penyimpanan/pengarsipan dokumen dan penyebarluasan
informasi publik, termasuk penyediaan akses infromasi secara digital.

34




Laporan Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi

BAB VIII
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai
berikut :

1. Bahwa informasi pelayanan publik melalui PPID Pelaksana pada Dinas Energi
dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Selama Tahun 2022 telah
dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Nomor : 800/741/1.3/DESDM Tanggal 1 juli 2022 Tentang Tim Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan
Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan
Tengah Nomor 450/33/SET Tanggal 24 November 2014 Perihal Standar
Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan
Informasi Publik pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan
Tengah.

2. Keterbukaan infromasi public memberikan keuntungan baik bagi masyarakat
maupun badan public. Keterbukaan atau transparansi memberikan peluang bagi
masyarakat untuk meningkatkan peran serta mereka dalam penyelenggaraan
negara, sedangkan bagi badan public memberikan peluang untuk meningkatkan
pengelolaan dan pelayanan infromasi sebagai good governance.

3. Bahwa dalam pelaksanaan layanan informasi publik PPID Pelaksana pada Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah yang berlangsung
selama tahun 2022 terdapat beberapa kendala sebagai berikut :

a. Kurangnya sarana dan prasarana untuk mengakses informasi melalui jarimgan
internet.

b. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Infromasi Publik serta kurangnya kepedulian
masyarakat untuk mengakses informasi yang telah disediakan.
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B. SARAN

Sehubungan dengan berbagai kendala yang telah disebutkan di atas maka
disampaikan saran sebagai rekomendasi dan rencana tindak lanjut dalam
meningkatkan kualitas pelayanan publik PPID Pelaksana pada Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

1. Perlunya penambahan fasilitas untuk mengakses informasi melalui jaringan

internet.

2. Penyediaan aplikasi layanan informasi public untuk transaksi permintaan
infromasi, penanganan pengaduan/keberatan, recording hasil transaksi, serta

laporan.

3. Peningkatan tata kelola penyimpanan/pengarsipan dokumen dan penyebarluasan

informasi publik, termasuk penyediaan akses infromasi secara digital.
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telepon / Fax. (0536) 3221716 email : sekda@kaiteng.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR  8c0 /14 /i Mespm

TENTANG

TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

MENIMBANG :

MENGINGAT

a.

1.

bfqlwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik
chlu;;gkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Kalimantan Tengah, perlu dibentuk Tim Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu dibentuk Keputusan Sekretaris
Daerah tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah
dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan
Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1622);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;




Memperhatikan :

MENETAPKAN :

KESATU

KEDUA

KETIGA

Tembusan :

42 4.

.
*

-2

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan
Tengah,;

7. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah (DPA-SKPD}) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineal
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022;

=

Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah

Nomor
188.44/1099/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang
Pembentukan Organisasi, Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah;
2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor

480/683/HMSP tanggal 17 November 2014 Perihal
Kelembagaan PPID di SKPD Provinsi;

MEMUTUSKAN

Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Tengah dengan susunan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [ sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam.diktum KESA’I‘U
tercantum dalam Lampiran Il sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

Keputusan Sekretaris Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya

P},dfixtéég??t% b jen don
SBKRET

rh ‘

Drs. H NURYM
Pembina Uta
NIP.196506101991031025

Gubernur Kalimantan Tengah (sebagai laporan}; . .

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah; _ o o
chr:la Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi

Kalimantan Tengah;

o

Masing-masing yang bersangkutan.




LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

NOMOR
TANGGAL

300/'[-1 /1.5 Hesom
1 Julorr

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Program

No Nama Jabatan Struktural Jab‘t;?mmm Ket
1 2 3 4 5
1. | Vent Christway, ST., M.Si Kepala Dinas Penanggung |

Jawab
2. | Syaripudin, S.Hut. Sekretaris Dinas Ketua -
Sub Koordinator
3. | Kornelis, ST., M.Si Penyusunan Program/JFT Sekretaris -
Perencana
. Kabid Teknologi Informasi
4, | Mikelson Damek, ST., MT Aen Koreanilest Anggota -
Bidang Pelayanan Informasi
P

5. | Debbi, A.Md. e Subgffgr:;yus‘ma" Anggota -
6. | Rina Tifani, S.AN - e Anggets ]

Bidang Pengelolaan Informasi, Dokumentasi dan Arsip
7. | Seni, ST Stas Subg?f P:Ir:lwsunan Anggota -
8. | Aulia Azizah, A.Md et Subgfoggf:;}msunan Anggota -

Dedy Yusef Lucmana, Staf Subbag Penyusunan Anggota )

° Pro

" | AMd gram

10. | Syahbandi el Subg?c)g;:rr;yusunan Anggota -

Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

11. | Budi Rario, SP, M.Si Kepala UPT Anggota -

Tomu Sumihar Sibarani, Kasubbag Keuangan dan Anggota )

12. ST Aset

Hari Pranowo, ST., | Staf Subbag Penyusunan — .
13. ?ﬁ;ﬁ Program ge
Staf Subbag Penyusunan
14. | Ferdi Asi Elieser, S.50s s e Anggota




s

Endah Kartika Susanti, Kasi Pemetaan Geologi
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LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR  800/74 /1.3 Mesom
TANGGAL 1 Juk %on

URAIAN TUGAS TIM PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

A. PENGARAH

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah
sebagai atasan PPID Pelaksana bertugas memimpin, membina, mengoordinasikan,
merencanakan serta menetapkan jenis informasi, SOP, Standar Pelayanan Publik
(SPP) dan Pengembangan semua kegiatan, serta menandatangani Surat Jawaban
Pemohon Informasi dan Surat Jawaban Keberatan oleh Pemohon Informasi pada
PPID Pelaksana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan

Tengah serta bertanggung jawab kepada atasan PPID Utama Provinsi Kalimantan
Tengah.

B. TIM PERTIMBANGAN
Tim Pertimbangan mempunyai tugas:

1. memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan kepada
atasan PPID Pelaksana dan kepada PPID Pembantu dilingkungan Dinas Energi
dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah; dan

2. memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan
pelaksanaan layanan informasi publik dilingkungan Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

C. PPID PELAKSANA
PPID Pelaksana mempunyai tugas:

1. mengeluarkan surat tanggapan sebagai surat jawaban diterima/ditolak
permohonan informasi oleh pemohon informasi pada Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dengan jangka waktu 10 (sepuluh)
hari kerja ditambah perpanjangan waktu 7 (tujuh) heri kerja dengan
pemberitahuan tertulis yang ditandatangani oleh atasan PPID Pelaksana;

2. jika permohonan informasi ditolak dan pemohon informasi mengajukan
keberatan maka PPID Pelaksana mempunyai tugas mengeluarkan surat
jawaban secara tertulis jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja; dan

3. bertanggung jawab dalam membina, mengarahkan ke bidang-bidang PPID
Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan pelayanan informasi publik kepada
pemohon informasi.

D. SEKRETARIS PPID PELAKSANA

Sekretaris PPID Pelaksana mempunyai tugas:

1. menyiapkan surat tanggapan sebagai surat jawaban diterima/ditolak
permohonan informasi oleh pemohon informasi pada Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dengan jangka waktu 10 (sepuluh)
hari kerja ditambah perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja dengan
pemberitahuan tertulis yang ditandatangani oleh atasan PPID Pembantu; dan
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bf:rsa.rna PPID Pelaksana bertanggung jawab dalam membina, mengarahkan ke
bidang-bidang PPID Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan pelayanan
informasi publik kepada pemohon informasi.

E. BIDANG PELAYANAN INFORMASI

Bidang Pelayanan Informasi mempunyai tugas:

3

2

menerima pemohon informasi dimeja informasi ruang kerja PPID Pelaksana
pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
mencatat semua data administrasi pemohon informasi seperti: nama, alamat,
subjek/jenis informasi yang diminta dan cara penyampaian yang diinginkan;
memberikan tanda bukti seperti nomor tanda terima permohonan informasi
sebagai bukti bahwa pemohon tercatat telah melakukan permintaan informasi
di PPID Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Kalimantan Tengah;

memberikan penjelasan pada pemohon informasi atas maksud, tujuan dan
jenis informasi yang diminta; dan

meminta pada pemohon informasi melengkapi berkas permohonan yang belum
lengkap.

F. BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI
Bidang Pengelolaan Informasi mempunyai tugas:

b

mengoordinasikan jenis informasi yang ditata oleh bidang pelayanan informasi
pada 4 (empat) bidang dan 1 (satu) sekretariat di Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;

memproses surat jawaban permohonan informasi yang telah diperiksa oleh
bidang pelayanan informasi dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja
ditambah perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja dengan pemberitahuan
tertulis;

memproses surat tanggapan atas surat pengajuan keberatan oleh pemohon
informasi dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja; dan

mempersiapkan dan membuat proses surat menyurat sebagai tanda pelayanan
administrasi lain yang menyangkut proses pelayanan permohonan informasi
pada PPID Pelaksana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Kalimantan Tengah.

G. BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP
Bidang Dokumentasi dan Arsip mempunyai tugas
mengagendakan / mendokumentasikan seluruh surat menyurat, tata administrasi
dan dokumentasi photo kegiatan pada pengajuan permohonan informasi pada
PPID Pelaksana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan
Tengah.

H. BIDANC PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas:

1. mempersiapkan bahan pembahasan dan mengoordinasikan dengan atasan

PPID Pelaksana terhadap berbagai sengketa informasi yang terkait dengan
pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah; dan
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2. mengoordinasikan dengan unit kerja terkait/mitra kerja menyangkut
pengaduan dan penyelesaian sengketa.

Ditetapkan di Palangka Raya
.-BQdﬂ‘.“fP.SEa-‘ A Juti gon
Pt B DL o S
//.<SEKRETARIS DAERAH,

NIP. 196506101991031025
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERG!
PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINS! KALIMANTAN TENGAH
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA iNFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 540 / P ISET

TENTANG

STANDAR PE.LA\’ANAN PUBLIK (SPP) DANSTANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
LAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

"~ PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINS! KALIMANTAN TENGAH

MENIMBANG

MENGINGAT

Bahwaf‘alatnrar\gkapelaksmmpMTayat(a)Undang
Undang Nomor 14 Tahur 2008 tentang Keterbukaaninform

periu disusun standar pelayanan informasi pubﬂtoiws
Pertambangan dan Energi Provingi Kalimantan Tengahdan
menetapkannya dalam Keputusan Dinas Pertambangan dan Energi
Provinsi Kalimantan Tengah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pcmerintahan
Paerah (Lembaran Negzr= Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telahdiubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomori2 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan DaeralyLembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Nomor 4844);
Undang-Undang  Nomor - 14  Tahun 2008  tentang
Keierbukaaninformasi Publik (Lembaran Negara Repubiik
indonesia Tahun2008 Nomoi. 61, Tambahan Lembaran Negara
Republikindonesia Nomor 4848);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2009Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesiaNomor 5053);
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009  tentang
Kearsipan(Lsmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomoﬂﬁ;ﬂ Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 tentangPembinaan
dan Pengawasan  Penyelenggaraan PemerintahanDaerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 45393);
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentangpelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentangKeterbukaan  Informasi  Publik  (Lembaran  Negara
Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
LembaranNegara Republik iIndonesia Nomor 5149);
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HAKEKAT PELAYANAN INFORMASI! PUBLIK <

Hakekat Pelayanan Informasi Publik adalah
o Pemberian pelayanan kepada pemohon
ringun/proporsional

dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan

Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan

kepentingan publik. _ '

. Pengelolaan Dokumen adalah proses penerimaan, penyusunan, penyimpanan,
an, penggunaan, dan penyajian dokumen smsma’as

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legistatif, yudikatif, dan badan lain yang

fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yany
- sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi
nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah,
sumbangan m danvatau luar negeri.
. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat dengan
PﬂDadﬂﬁpeiabamwwmudeimwmpam.
mm.m,mmmmmammxdm
bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID.
. Atssan PPID addiah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang
bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang 7

Energi Provinsi Kajimantan Tangah kepada masyarakat.
MWMhmmmﬂnﬁmﬁMMWsﬂmatw
peiayanan informasi lainnya yang bertujuan memudahkan
informasi publik.
 Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis
tentang seluruh Informasi Publik yang perada di Pawah Dinas

Pertambangan dan Energt Provinsi Kalimantan Tengah tidak termasuk i~formasi
yang dikecualikan.

permchonan
Undwummrmzooammmuunmmm
.MMMme.MMmmm

mmmmummum\mm
tentang Keterbukaan informasi Publik.

informasi publik secara cepat, tepat waltu, biaya
dan cara sederhana;

o Pengecusiian informasi publik bersifat ketat dan terbatas;
s WWWMMMWMMMMWHmi

. ASAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
1. Transparansi

Bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan
disediakan secara memadai serta mudah di mengerti.

2. Akuntabiiitas
Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unda

3. Kondisional ai dengan k n ngan.
Sesuai
tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan

e
B bR R
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5 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksansan Undang-
UndamNomorMTahmZOOBtefﬁangKamaanmmasiPtﬂik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5149),

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan  Aparatur  Negara Nomo
PER/20/M.PAN/04/2006 tentang pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur  Negara Nomor
PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational
Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian

Dalam Negeri;

10. i Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraz: Pelay anan

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan
informasi Publik;

12. Peraturun Daserah Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan
informasi Publik di Kalimantan Tengah;

13. Surat Keputusan Kepala Dinas - Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan
Tengah inomor : 540/ 32 /SET Tentang Pembentukan Tim dan Pejabat Pengelola
Informasi (PPID) di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan
Tengah.

Publit-.

2. Tujuan: .
® MUWWQMMWMPMMMMMMk
° mmmimmwmwm
-MMWT&\Q&MWWW

° mmmmawmw
mmmmemmmmmmmm
Publik yang berkualitas
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Kewajiban Badan Publik

1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik
yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain
informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

2. Badan Publik wajip menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan fidak
menyesatkan.

3. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, Badan Publik harus membangun dan

sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik
secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

4. Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil
untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

5. Pertimbangan tersebut antara lain memuat perlimbangan politik, ekonomi, sosial,
budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.

8. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik
yang mengajukan keberatan

7. Menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jaw=% serta
wewenangnya

8. Menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang beriaku

9. Menetapkan perawran standar prosedur operasional layanan Informasi Publik

sesuai dengan Perundang-undangai.

10. Badan Publik dapat merhanfaatican maupun menyediakan sarana dan prasarana layanan
Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor
Badan Publik, serta situs resmi bagi Bad=n Publik Negara (media elektronik dan non
elektronik)

11. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh
Informasi Publik yang dikelola

12. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi Publik

13. Membuat dan mengumismkan laporan tentong layanan informasi Publin sesuai dengan
Peraturan ini serta menyampaikan sslinan laporan kepada Komisi Informasi; dan
melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan ayanan informasi Pubiik
pada instansinya

14. Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian
informasi Publix ditaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

15. Badan Publik bisa menunjuk pcjabat fungsional dan/ateu petugas informasi yang

membantu PPID dalam meiaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya sesuai
dengan kebutuhan dan kstersediaan anggaran.

VI. TANGGUNG JAWAS DAN WEWENANG PPID PEMBAMU
Tanggung Jawab PPID Pembatu

1. PPID Pembantu bertanggung jawab di bidang layanan Informasi Publik yang meliputi
proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Infermasi Publik.
bertanggung jawab

2. PPID Pembantu menghkoordinaswan penyediaan dan pelayanan
seluruh Informasi Publik di bawah penguasaan Badan Publik yang dapat diakses oleh

pubiik

3. PPID Pembantu bertanggung jawab mengkoordinasikan penyimpanan dan
pendokumentasian seluruh informasi Publik yang berada di Badan Publik sesual dengan
peraturan perundang-undangan dibidang kearsipan

4. Dalam rangke pelaksanaan tanggung jawab tersebut, PPID Pembantu bertugas
mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap
MMWMMMWWWM' kearsipan yang
a. Informasi yang waljib disediakan dan diumumkan secara berkala;
b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
c. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.
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‘TUGAS DAN FUNGSI PPID PEMBANTU
Tugas: _ _
Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi i
pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di fingkungan satuan kerja. %
Fungsi :

1. Pengelola dan pelayanan informasi publik di satuan kerjanya _
-2. Pengolahan, penstaan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik yang di
peroleh di satuan kerjanya ‘

3. Penyeleksian dan pengujian data dan/atau informasi publik yang termasuk dalam
kategori dikecualikan dari informasi yang di buka untuk publik yang ditstapkan oleh
Pejabat yang berwenang

4. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik

5. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi

6. Pelsksanaan koordinasi dengan PPID Utama/Provinsi dalam pengelolaan dan
pelayanan informasi publik

Fungsi : :

1. Pelaksanaan kordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi

2. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tuc=s bidang-bidang;

3. Pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka r2ngumgian informasi dan
olumentesi .

4. Pelaksanaan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi

5. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik
melalui media cetak atau cnling; .

6. Pelaksanaan koc-dinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan
dokumentasi

7. Pelaksanaan monitoring, eva® 1asi dan pelaporan kegiatan pengelolacn 'nformasi dan
dokumentasi

$idang?daymnlnfomasi
ugas :

Menyedis!:an dan/atau membe-ikan pelayanan informasi kepada publik
Fungsi : % G

1. Pelaksanaan program di bidang Pelayanan

2. Pelaksanaan pelayanan informasi

3. Pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi ;

4. Pengelolsan sistem informasi;

§. Penyediaan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik;

Bidang Pengelolaan Informasi
Tugas :

Mengolah dan memberikan pelayanan konsultasi kiasifikasi informasi.
Fungsi :
1.:>daiu_maan perencanaan program di Bidang Pengolah Data dan Kiasifikasi
2. Pelaksanaan konsultasi klasifikasi informast publik
3. Inventarisasi pengklasifikasian informasi;
4. Perumiusan informasi yang dikecualikan

SPWMMMnyammhmmm
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i Daftar informasi yang waijib tersedia setiap saat;
j. Daftar informasi yang dikecualikan

8. PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI
Datam proses pengklasifikasian, informasi di bagi menjadi dua kelompok, yaitu informasi
yang bersifat publik dan informasi yang dikecualikan.
1. Informasi yang bersifat publik
a. Dafter informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
b. Daftar informasi yang wajib disediakan dan diumukan secara serta merta
c. Daftar informasi yang wajib tersedia seliap saat
2. informasi yang dikecualikan

Dalam pengelompokan informasi yang dikecualikan, perly diperhatikan hal-hal sebagai
berikut

a. 'In!'onﬂasi yang dikecualikan adalah informasi sebagaimana yang di atur dalam
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, pasal 17.

b. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelompokkan informasi yang
dikecuaiikan, yaitu :

1)mmmmmmmmmmm
bum-benarmmtwpadametodeyangvaliddanmmedepankan

Pihak PPID Pembantu membusat ringkasan untuk masing-masing informasi.
2. Verifikasi informasi : fonis '

mmammmmm

3. Otentikasi Informasi :
mmm«mmﬂwmmmmmmp
Satuan Kera.

4. Kodefikasi informasi :
a. Untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan maka dilakukan
b. Metode pongkodean ditentukan cleh masing-mesing Sstuan kerja.

5. Penatsas dan Penyimpanan Informasi




5. Dalam rangka tanggung jawab pelaksanaan tanggung jawab tersebut, PPID Pembanty
bertugas mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap
unit/satuan kerja di Badan Publik dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar
Informasi Publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing unit/satuan kerja
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

6. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab ftersebut, PPID Pembantu

mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik melalui pengumuman
dan/atau parmohonan.

7. Dalam hal kewajiban mengumumkan Informasi Publik, PPID Pembantu
mengkoordinasikan:
a. Pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efekiif dapat menjangkau
seluruh pemangku kepentingan; dan .
b. Penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah

dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan oleh
penduduk setempat

8. Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik, PPID Pembantu bertugas :

a. Mengkoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik
mmmmmimmmmmmuxmum

Pasal 19w-mm:mwmmmmn
informasi Publik dikecualikan;
¢. Menyertakan alasan tertutis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas,
d. Menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta

alasannya; dan ;
e. Mengembangkan kapasitas pejabat sional dan/atau petugas informasi dalam
rangka peningkatan kualitas mﬁrn?;m Pubiik.

8. mmmmmmmmlmm. PPID
bertugas mengkoordinasikan dan memastikan agar pengsjuan keberatan diproses
berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan Informasi Publik

ditolak.
Viewenang PPID Pembantu

a. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam melaksanakan
peiayanan informasi Publik:

b. Memutuskan suatu Irformasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan
pengujian tentang X

c. mmtmmmmmmmm
dimohon termasuk informasi yang dengan disertal alasan serta
pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan
keberatan atas penolakan tersebut; dan

d. Mmmmdmmmaﬁmahmhmmdan
koordinasinya untuk membuat,

memelihara, dan/ateu memutakhirkan Daftar
Informaci Publik secara berkala sekurang-kurangnye 1 (satw) kali dalam sebulan

dalam hal Badan Publik memiiiki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.
v/ii. KEDUDUKAN PPID PEMBANTU




D. PELAYANAN INFORMASI

1.

Mekanisme Pelayanan informasi

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna
informasi publik, PPID Pembantu melalui desk layanan informasi publik, memberikan
tayananlawmgdanlamanmelauﬁMaoetakdanelektronlk

a. Layanan informasi secara langsung, yaitu layanan informasi publik yang
dikategorikan wajib tersedia setiap saat.

b. Layanan informasi melalui media baik online maupun cetak, yaitu informasi publik
yang tersedia dan diumumkan secara berkala dilayani melalui website Dinas
Perhvnbman dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah dan media cetak yang

Proses Pmydaasan

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan
setelzh pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

X. PENGECUALIAN INFORMASI

1.

Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang,
kepatutan dan kepentingan umur didasarkan pada nengujian tentang konsekuensi yang
timbul apabila suatu,. informasi diberikan kepada musyaraket serta setelah
dipcriimbangkan dengan seksama banwa menutup informasi publik dapat melindungi
kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

P«WWMW&MPMWMEM@
Provinsi Kafimantan Tengah wajib melakukan pengujian terh=dap konsekuensi
mnmyamdmmddﬂmuumuTmm pasal 17 dengan

seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu
dikmaﬂcanumkdidmuﬁapm

Alasan pengecualian;

Tempat dan tanggal panetapan.
PPID Pembaentu Dinas Per'smbangar dan Ene;gi Provinsi Kalimantan T
melakukan konsskuensi berdasarkan alasan pada pasal 17 UU KiP sebelum

mmmumummmmﬂ dinecualikan dalam salina
MWMMMMM& i .

Dalam hal adanya informasi dalam salinan informasi publik,

wmmmmmmmmm
terhadap keseluruhan salinan informasi publik. —

Dalam hal atau pengaburan terhadap informasi, PPID memberika
mmmmmmmmmmm i

Xl. PENYUSUNAN DAFTAR INFORMAS! PUBLIK

Dalam hal menyusun Informasi Publik (DIP), PHDPMD&&:PM
mewmmrmmmau{“m




berkoordinasi dengan PPID Utama/Provinsi maupun Tim Asistensitenaga ahli untuk
melakukan pendampingan hukum dalam proses penyelesaian sengketa informasi

16. PEMANFAATAN INFORMAS!

Pengguna informasi publik wajib menggunakan informasi publik sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan dan tidak untuk dngunakan dalam perbuatan metawan
hukum.

17, SANKSI

Penanggung jawab dan petugas informasi dan dokumemasl yang dengan sengaja
membuat informasi yang tidak benar atau dengan sengaja menghalangi pelaksanaan
Keputusan ini dijatubi sanksi administratif.

T LAPQRAN PR ARAN NEQRMAS PRI
A. RINCIAN LAPORAN LAYANAN INFORMAS! PUBLIK

SothpmmPPIDPoanimsPutﬂnbmgmdanEmrganmsa Kalimantan
Tmmmmmmnan informasi publik. Laporan layanan i
informasi publik sebagaimana yang di maksudkan, terdiri dari - f
a. Gambaran umum kebjjakan pelayanan Informasi Publik di Badan Pubiik: ;
b. Gunbammmmlmm antara ain:

1) WSM prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki beserta

' 2) Sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Pullik beserta
kuaiifikasinya

3) Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya;
. Rincian pelayanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik yang meliputi: :
1) Jumiah permohonan Infoimasi Pubiik i
2) Waktu yang diperiukan dalam. memenuhi setiap pennohonan Informast Publik
dengan kiasifikasi tertentu i
3) Jumish permohonan informasi Publik yang dinabulkan baik sebagian atau 4
seluruhnya, dan s

4) Jumiah permohonan Informasi Publik yang ditolak besarta alasannya;
d. Rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi:
1) Jumish keberatan yang diterima;
2) Tanggapan atas keberatar: yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan
publik

S)hlﬂimmmmnumeNnHWmnaiym
berwenang )

4) Hasll mediasi dan/atsu keputusan sjucikasi Komisi informasi yang berwenang
dan psiaksansanya oleh badan publik
5) Jumish gugatan yang disjukan ke pengadilan, dan
8) Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik;
e. Kendala skstemal da. intemai dalam pelaksanaan layanan informasi publik;

f. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan

B. PROSEDUR PEMBUATAN LAPORAN

1. Ketua PPID Pembantu Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah
membuat Laporan Pelayanan Informasi Publik berdasarkan hasil laporan masing-
masing Bidang di dalam PPID Pembantu Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi
Kalimantan Tengah untuk disampaikan kepada Atasan PPID, paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kerja setelah tahun anggaran berakhir;

2. Atasan PPID memeriksa Laporan Pelayanan informasi Publik PFID Pembantu Dinas

dan Energi Provinsi Kalimantan Tengsh :




IX.

6. Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebljakan dalam rangka memenuhi

permohonan informasi

Bidang Dokumentasi dan Arsip

Tugas
Menyimpan dan mendokumentasikan informasi publik

Fungsi
1.

2. Pendataan informasi publik

3. Pendokumentasian informasi publik

4. Pemeliharaan informasi dan dokumen Publik
5. Pemilahan dan pengklasifikasian dokumen

Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
Tugas :

Melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi publik

Fungsi :
1. Pelaksanaan perencanaan program Bidang Penyelesaian sengketa Informasi;
2. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa

informasi;

3.PmWMMWmmmmumkma
4. Pelaksana=n advokasi penyelesaian sengieta informasi

MEKANISME PENGUMPULAN, PENGKLASIFIKASIAN, PENDOKUMENTASIAN DAN
PELAYANAN INFORMAS!

A. PENGUMPULAN INFORMASI
Bobuapahdmhuusdipuha&molehPPiDPembatm@lamkogiatan
pengumpulan informasi adalah :

1

&> BN

o

Pengumpulan informasi merupakan auxtivitas penghimpunan kegiatan yang telah
Sedang dan yang akan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja.

informasi yang dikumpulkan acalah informasi yan; berkualitas dan reievan dengan
tugas, pokok dan fungsi.

informasi yang dikumpulkan dapat bersumber dari pejabat dan arsip, baik arsip statis
maupun dinamis.

d. Membuat defar jenis-jenis infcrmasi dan dokumen.

a. Organisasi/Kelembagaan;

b. Kebjjakan dan Peraturan Daerah terkait:

c. &mﬁubayaMMa(ShlmudanFW);

d. Program dan Kegiatan;

e. in dan dokumen Pelaksanaan Anggaran mediputi program
mmwm: ; yang m unsur

f Sarans dan prasarana serta Sistem Informasi (IT);

0. Daftar informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

h. Mnmmﬂymwﬂbmmm“mmm;

b




lP(_;bﬁ; dan Pengurus, Keterangan Domisili dari Instansi terkait serta berkas legalitas
ainnya.

° AhanPPlDPembmkaumnb-wdeerrmeﬁnm
Tengah mengadakan rapat koordinasi melibatkan anggota PPID




. Gewtos @

b. Pemberitahuan tertulis memusat -

a) :::kkah Informasi Publik yang diminta berada di bawah penguasaannya atau

b} Memberitahukan Badan Pubik mana yang menguasai informasi yang diminta

dalam hal informasi tersebut tidak berada di bawah penguasaannya: 'j

C) Menerima atau menolak permohonan Informasi Publik berikut alasannya: ,
tersedia; }

e) Biayadan cara pembayaran untuk mendapatkan Informasi Publik yang dimohon;

f de:yangdibunﬂmmmermdhkanldormasi Publik yang dimohon;

g) Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan;

e. Perpanjangan sebagaimana di maksudkan di atas, dilakukan selambat-lambatnya 7
{(tujuh) Mﬁhﬂ&mmm%mmmmm

f Dﬁnmmman.dﬁmm&beﬁmba&
mmmmwdmmmmmmmmn
mmmm:mdm_mmm-.w.;mmmn
mmmmm_mmsmpmmm&wi
mmrmmkwanmmam

¢ tertulis untuk dicapai kesepakatan.

. PROSEDUR PENYELESAIAN PERMOHONAN
2. Proses penyelesaian untuk memenuhi perminiaan pemohon informasi pubiik
b. mmmmmw(m)mmmdi
: permintaan, Pejabat Pey Informasi dan dokumentasi (PPID) akan
MM ahut\dz:g.‘*m o A waktu B
penguasaannya setta dapa! mempe panjang paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja;
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10. KOMPETENSI PELAKSANA LAYANAN INFORMAS! PUBLIK

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan informasi
pubikkepadapunohoﬂp&mumwﬁomasnmﬂkdibamudehPejabatFungwnd
Arslpam Pustakawan, Pranata Humas dan Pranata Komputer. Untuk petugas pada desk
‘ayanan informasi publik diutamakan yang memiliki kompetensi di bidang pengetahuan
mengenai peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik dan pelayanan
publik, keterampilan dan sikap dalam berkormunikasi sehingga dapat menunjang dalam
melaksanakan tugas pelayanan informasi.

11. LAPORAN OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pengelolaan hasil transaksi penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui
pembuatan laporan harian pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik. Petugas
pelayanan informasi publik setiap hari membuat laporan hacii pelaksanaan tugas
pelayanan informasi publik disampaikan kepada Bidang Pelayanan Informasi. Bidang
Pelayanan informasi membuat laporan bulanan hasil pelaksanaan tugas pelayanan
informasi publik untuk disampaikan kepada Ketua PPID Pambantu.

Selanjutnya PPID Pembantu Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan
Tengah setiap bulan melaporkan kepada PPID Provinsi sebagai PPID Utama. Laporan

mmmmmmmmmmm
mmmmmuddengmmmanmtehhdaturdahm
peraturan perundang-undangan.

12. KEDERATAN ATAS PEMBERIAN INFORMAS! PUBLIK

Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan keberatan secara tertulis dalam hal
ditstmlwma alasan ssbagal berikut .

Penclakan atas permintaan informasi berdasakan alasan pengecuanan melalui uji
onsekuensi;

Tidak disediakannya informasi yang waijib disediakan dan diumumkan secara berkala;
Tidak ditenggapiny= permintaan informasi;
Permintaan informasi ditangjapi tidak ebaga&nmyangdimm

i

Penyampaian informasi yang melebihi waktu sebagaimana yang di atur oleh Undang-
Undang mengenal Keterbukaan Informasi Publik. )

13. PRCSEDUR KEBERATAN #

Keberatan dapat di tempuh oleh pemohon informasi publik dengan tata cara sebagai

a. Pengsjuan keberatan ditujukan kepada Atasan PPID Pembantu Dinas
Pe:tambangan den Energi Provinsi Kalimantan Tengah melaiui PPID Pembantu
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah ;

b. Pengsjuan keberatan dapat dilakukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sstelah diketemukannya alasan keberatan.

c. Bagi Keberatan yang disampaikan tidak tertulis, Petugas Informasi menyampaikan
kepada Pemohon Informasi untuk membuat Surat Keberatan. Keberatan pemohon
hanya ditanggapi selama sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh PPID




o PPID Pembantu Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah
mempersiapkan daftar pemohon dan/atau pengguna informasi yang akan di tolak

¢ PPID Pembantu Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah
mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan anggota PPID Pembantu Dinas
Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah paling lambat 3 (tiga) hari
kerja setelah surat permohonan di terima PPID Pembantu Dinas Pertambangan
dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah

e Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang
ditandatangani oleh seluruh peserta rapat

* Hasil keputusan rapat didokumentasikéan Gengan baik

7. PROSEDUR PENYELESAIAN PERMOHONAN
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara

gratis (tidak di punggut biaya). Dalam hal pemohon bermaksud melit-a dan mengetahui
informasi publik maka PPID memberikan akses bagi pemohon untuk melihat informasi

publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/atau memeriksa
informasi publik yang di mohonkan. PPID Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi

penyedia jasa layanan penggandasn atau perekaman. Pihak PPID Pembantu hanya
berkewajiban

untuk menginformasikan perkiraan biaya safinan atau perekaman kepada
pihak pemohon informasi.

8. TATA CARA PEMBAYARAN SALINAN INFORMASI PLUBLIK ’
Pembaysran biays salinan informasi pub'ik dilakukan secara langsung di Dinas
Pertainbangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah kepada penyedia jasa layanan




Petugas Informasi menyampaikan kepada Pemohon Informasi untuk membuat
Surat Permohonan Permohonan pihak pemohon hanya ditanggapi selama sesuai
dengan prosadur yang ditetapkan oleh PPID Pembantu.

e) Persyaratan permohonan informasi publik sebagaimana telah di atur oleh Dinas
Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah dalam tata cara
permoho.an publik, bagi perorangan, pemochon informasi wajib melampirkan foto
copy KTP sedangkan bagi Organisasi/Badan Hukum/Badan Publik wajib
melampirkan foto copy KTP Pengurus, Akta Notaris, Struktur Organisasi/Badan
Hukum/Badan Publik, Surat Keterangan Terdaftar dari Instansi terkait, NPWP

Organisasi/Badan Hukum/Badan Publik dan Pengurus, Keterangan Domisili dari
Instansi terkait serta berkas legalitas lainnya.

f) Persyaratan permohonan informasi publik wajib dipenuhi oleh pemohon informasi

publik sebelum akses informasi publik diberikan oleh PPID Pembantu Dinas

Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah guna mem:inimalisir
penyalahgunaan salinan informasi publik dan sebagai bentuk pertanygung-
. jawaban pemohon informasi terhadap akses informasi publik

g) Dalam hal permohonan informasi publik dilakukan secara tertulis maka pemohon
mengisi formulir permohonan

hl Pemohon dalam memperoleh salinan informasi publik diwajibkan membayar
biaya salinan dan/atau pengiriman informasi sesuai dengan ketentuan yang telah
mﬂmmﬂnm

i) Daiam hal permohonan informasi disjukan secara ftidak tertulis, Pewgas
|mmmwmmmmmm
permohonan.

i) Petugas informasi mengkoordinasikan pencatatan seluruh permohonan informasi
publik dalam buku regist=r permohonan

k) Petugas Informasi memastikan formulir permohonan yang telah diberikan nomor
pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan informasi publik diserahkan
kepada Pemohon Informasi Publik.

) Petugas Informasi memastikan diberikannya nomor pendaftaran pada saat
permohonan di terima apabila permohonan informasi publik dilakukarn melalui
surat elekironik/emall atau pemohon/crang yang dikuasakan oleh pemohon
- fangsung.

memberikan nomor pendaftaran secara

n) Petuges informas! menyimpan salinan formulir permohonan yang telal: diberikan

nomor pendaftaran sebagal tanda bukii periohonan informasi publik.

o) Dalam hel pemohon informasi publik datang secara langsung dan bermaksud
untuk meithat, mengetahui informasi publik serta meminta salinan informasi
publik maka PPID Pembantu Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi
Kalimantan Tengah mengkoordinasikan dan memastikan memberikan akses bagi
pemohon untux melihat informasi publik yang dibutuhkan Ji tempat yang
memadal untuk membeca dan/atau memeriksa informasi publik yang di
mohonkan.

p) PPID Pembantu Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah
memberikan alasan tertulis apabila permohonan informasi publik di tolak (dalam
hal hasil uji konsekuensi berupa penolakan dan/atau penghitaman/pengaburan
informasi yang di atur delam tata cara pengecualian informasi publik sesuai
peraturan mengenal Kelerbukaan Informasi Publik terhadap sebagian atau
mmmwmm)

mmmmmmmmmmommuumuk
langsung.

) Petugas memberikan Tanda Bukti Penyershan Informasi Publik kepada




Ada pun Standar Petayanan Informasi Pubiik adalah sebagai berikut :

1. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMAS! PUBLIK
Untuk melaksanakan pelayanan informasi periu didukung oleh Front Office dan Back
Office yang baik :
a. Front Office melip'iti :
¢ Desk Layanan Langsung
+ Desk Layanan Via Media
b. Back Office meliputi :
« Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
« Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
e Bidang Penvelesaian Sengketa Informasi

2. MEJA/DESK INFORMASI PUBLIK

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna
informasi publik, Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi melalui desk layanan
informasi publik melakukan layanan langsung dan layanan melsiui media antara lain
menggunakan telepon,faksimile,sms, email dan website.

3. WAKTU PELAYANQN INFORMASI
mmmmmmﬂmmm
mmmmbehymlmaim.mamammdanm@

Provinsi Kalimantan Tengah , penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan
pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

Senin-~Kamis  :09 00 - 15.00 ' VB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB
Jumat : 09.00 - 14.00 WiB
istirahat : 11.00 - 13.00 WIB

4. MEKANISME PELAYANAN INFORMAS! PUBLIK

WMP&WMMPMMMMmWMEmi

Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan melalui 2 cara, yakni :

T. Secara 5

MMMWWW,WMPmmMm

dan Enerpi Provinsi Kalimantan Tengsh menetapkan bebe:apz hal sebagai berikut :

@) Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan adalah informasi ~ublik
"mMMMmmmmmwm
disediskan secara serta mnerta. .

b) WMMMWMMMMM
pengumuman, brosur, media cetak dan website.

' Daiam hal pelayanan informasi melalui permohonan, piak Dinac Pertamuangan dan
berikut -

a) Informasi publik dapat di peroleh baik secara langsung datang melalui PPID
mammmmmmmmmm

b) Permohonan informasi publik dapat diajukan baik secara tertulis atou tidak
tortulis.

c) Permohonan yang disampaikan secara fisan atau tidak tertulis, baik datang
langaung maupun melaiui media telepon, hanya melayani informasi yang sifatnya
) wmmunmdmmﬁdak-mdmmmnmﬁdak
dikuasal olsh Petugas Informasi, materi permohonan tidak terdapat di dalam

Deftar Informasi Publik dan/stau materi permohonan terdapat di dalam Daftar
informasi Publik namun periu lebih lanjut untuk ditakukan uji konsekuensi, maka




STy ERE .W}"A

1. Tahap Pengkategonan Informasi

Tahap ini bertujuan mengumpulkan informasi-informasi yang dikuasai oleh Dinas

Tengah .

Taha of et e ot iategorkan sebaga
ap ini melakukan pengujian informasi d i informasi

yang dikecualikan. Tahapan ini mmzmm;m:

a. PendakalmAkﬁfk
Wmmwmmmmwmmn
MMMTmmedummai
MmdmwmmdmamMnMR

mmnrﬁmmmmmomm
gmmmwukmdlnmpkmmwaMmm*hpihakPmD
Tahap Konsultasi dan -
TMN“MMMWWWMW.MM
yang di anggap




? 3. Apabila ada koreksi. dikembalikan kepada Kefua PPID Pembantu Dinas
- Pertambang 3~ dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah untuk diperbaiki;

k. Apabila tdak ada koreksi, disahkan dan disampaikan kepada PPID
Utama/Provinsi Kalimantan Tengah dengan tembusan Komisi infia
Kalimantan Tengah paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kmja:
anggaran berakhir. :

XIV.PENUTUP ) Vi
Standar ‘Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SCP) l.w

informast Publik ini terbuka untuk disempumakan dan dikembangkan sesiiai dangm' PO
kebutuhan,

Ditetapkan di : Palangka Raya
PadaTanggal : 24 November 2014

KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI




DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR: 050/010 /1.1/2023/DESDM

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang : a Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Informasi Puiblik (DIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Tengah;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di
atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Energi
dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah tentang
Penetapan Daftar Informasi Puiblik (DIP) pada Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;

Mengingat + 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang-
undang Nomor 19 Tahun 2016;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik; .

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4, Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; )

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tenmng
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Informasi Publik;

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur
Penyelesaian Informasi.
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11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013
tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah;

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja
Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Kalimantan Tengah tentang Daftar Informasi Publik (DIP) pada Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

PERTAMA :  Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) pada Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

KEDUA ; Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas informasi yang wajib
diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta

KETIGA : Kemﬂsanmxbedakusqaktanggsldnﬁﬁnpkmdanapabﬂnd]kmwmn
hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : \0 Maret 2023

KEPALA DINAS

VENT CHRISTWAY, ST.,M.Si

Pembina Tingkat I
NIP.19721213 200003 1 005

Tembusan Kepada Yth: :

E GubernwKalimanianTengahlealanﬂaRaya.‘

2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya. o

3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistika Provinsi Kalimantan
Tengah di Palangka Raya.




LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH
NOMOR  :050 /blo A\ /20s AlB™
TANGGAL : © veard Jme

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023

A. INFORMAS! YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA

PejabatUnityang | - e Eu%h_, Bentuk | Jangka Waktu
No Jenis Informasl Ringkasan Isi Informasi menguasai Pembuatan Pembuatan Informasi | Penyimpanan/
informasi Informasi informasi yang tersedia | Retensi Arsip
1 2 3 g 4 [ — 8 - 7 []
1 Profil DESDM Prov.Kalteng - Kedudukan, domisili Kasubbag Umum | Sekretaris Setiap Tahun, | Harcopy, Selama
dan alamat lengkap dan DESDM softcopy berlaku
- Strukiur organisasi, Kepegawaian Prov.Kalteng
gambaran umum dan
profil singkat pejabat
- Visi dan misi
- Tugas pokok dan
fungsi
- LHKPN
2 Program dan/atau kegiatan - Nama program dan Sub Koordinator | Sekretaris Setiap Tahun, | Harcopy,
yang sedang dijalankan kegiatan Perencanaan DESDM softcopy
- Penanggung jawab, Program. Prov.Kalteng
pelaksana program Semua Kasi
dan kegiatan serta no
telepon
- Target dan/atau
capaian program
kegiatan




jumiah program
kegiatan
Agenda penting terkait
pelaksanaan tugas
badan publik
Kinerja Badan Publik - LAKIP Sub Koordinator | Sekretaris Setiap Tahun, Harcopy, 5 tahun
- LPPD/LKPJ Penyusunan DESDM soficopy
- Renja Program. Prov.Kalteng
- Laporan Tahunan Semua Kasi
4 Laporan Keuangan ( Audited) | Ringkasan Laporan Kasubbag Sekretaris Setiap Tahun, | Harcopy, 10 tahun
Ksuangan ! Keuangan dan DESDM softicopy
- Rencana dan LRA Aset Prov.Kalteng
Neraca
Calk
Daftar Inventaris
Barang
Laporan Akses Informasi Ringkasan laporan akses | Sub Koordinator | Sekretaris Setiap Tahun, | Harcopy, 5 tahun
Publik informasi publik Penyusunan DESDM softcopy
Program. Prov.Kalteng
Semua Kasi
Peraturan, keputusan dan/atau |- PERKI No. 1 Tahun Sub Koordinator | Sekretaris Setiap Tahun, | Harcopy, Selama
kebijakan yang mengikat 2013 tentang Prosedur | Penyusunan DESDM soficopy Berlaku
dan/atau Penyelesaian Program. Prov.Kalteng
Sengketa Informasi Semua Kasi
- PERKI No. 1 Tahun
2021 tentang Standar
Layanan informasi
Publik.
- Perda No. 5 Tahun
2013 tentang
Pelayanan Informasi
Publik Prov Kalteng
- Perda Prov.Kalteng




No. 4 Tahun 2016

tentang Pembentukan
dan Susunan
Perangkat Daerah
Prov.Kalteng
- Perda RUED
7 Hak dan tata cara memperoleh |- SOP pelayanan Sub Koordinator | Sekretaris Setiap Tahun, | Harcopy,
informasi publik informasi public, Penyusunan DESDM softcopy
pengajuen keberatan | Program. Prov.Kalteng
dan proses Semua Kasi
penyelesaian sengketa
8 Informasi tentang RUP Sub Koordinator | Sekretaris Setiap Tahun, | Harcopy,
pengumuman pengadaan Penyusunan DESDM softcopy
barang dan jasa Program. Prov.Kalteng
Semua Kasi

B. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

Wakiu dan

PejabatUnityang | o imao"d Tempat Bentuk | Jangka Waktu
No Jenis Informasi Ringkasan Isi Informasi menguasai Pembuatan Pembuatan informasi
informasi informasi Informasi yang tersedia | Retensi Arsip
7 []
TIDAK ADA
C. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT
Penanggung Waktu dan
Pejabat,Unit yang Jawab Tempat Bentuk Jangka Waktu
No Jenis Informasi Ringkasan Isi informasi meng Pembuatan Pembuatan informasi | Penyimpanan/
informasi Informasi Informasi yang tersedia | Retensi Arsip
7 8




1 Daftar Informasi Publik_ Berisi daftar informasi Sub Koordinator | Sekretaris Setiap Tahun,

yang wajib disediakan Penyusunan DESDM
dan diumumkan secara Program. Prov.Kalteng
berkala, serta merta dan Semua Kasi

Peraturan, keputusan dan/atau | - SK PPID Pelaksana Sub Koordinator | Sekretaris Setiap Tahun,

kebijakan Badan Publik DESDM Prov.Kalteng | Penyusunan DESDM
Tahun 2022 Program. Prov.Kalteng

- SKLKIP... Semua Kasl

Informasi tentang organisasi - Data pegawal

informasi, administrasi pegawai.
personil dan keuangan - Anggaran DESDM

1




- SOP Pengurusan

Taspen

- SOP Pensiun Pegawai
- SOP Surat Keluar

- SOP Surat Masuk

- SOP

Pendokumentasian
dan Publikasi Informasi
Publik

- SOP Penyudunan,

Penetapan dan
Pemutakhiran DIDP

- Penetapan PPID

tentang Kiasifikasi
Informasi yang
dikecualikan

- SOP

Pendokumentasian
Informasi yang
Dikecualikan

Surat-surat perjanjian dengan
pihak ketiga berikut dokumen

pendukungnya

- Perjanjian kerjasama

Kasubbag
Keuangan dan
Aset / Kasubbag
Umum dan

Setiap tahun
DESDM
Prov.Kalteng

1 tahun

u | - Surat masuk
- Surat keluar

Kasubbag Umum
n
Kepegawaian

Setiap tahun
Prov.Kalteng

1 tahun

- Daftar asset (KiB) dan

keuangan yang dimiliki
oleh DESDM

Prov.Kalteng

Kasubbag
Keuangandan

Sekretaris

Setiap tahun
DESDM
Prov.Kalteng

1 tahun




Rencana strategis dan - Rencana Strategis Kasubbag Sekretaris Setiap 5/ Hardcopy 5 tahun/ 1

rencana kerja DESDM (Renstra) Penyusunan tahun DESDM | Softcopy tahun
Prov.Kalteng - Rencana Kerja (Renja) | Program Prov.Kalteng
Agenda kerja pimpinan satuan | Agenda kerja tahunan Kasubbag Umum | Sekretaris Setiap tahun | Hardcopy 1 tahun
kerja kepala DESDM dan DESDM Softcopy
Prov.Kalteng Kepegawaian Prov.Kalteng
Kepala Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral

Provinsi Kalimantan Tengah

Clwr

VENT CHRISTWAY, ST., M.Si
PEMBINA TINGKAT |
NIP.19721213 200003 1 005




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

J1. CilikRiwut Km. 3,5Telp. (0536) 3221946 (Fax) 3222984KodePos 73112
Email: distambenprovkalteng@gmail.com
PALANGKA RAYA

No: /PPID/DESDM/2023

FORMULIR
PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Yang bertandatangan dibawah ini, mengajukan permintaan informasi

Nama Pemohon Informasi b o B B R R I Y R R S B SHE
Nomor KTP (sesuai KTP)
Alamat Pemohon Informasi
Nomor Telepon

Email T s e N 0N A 6 U A
Informasi Yang dibutuhkan 0 B A3 S AN SN H S

.........................................................................
.........................................................................

.........................................................................

Alasan Permintaan

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

Nama Pengguna Informasi T T
Nomor KTP (sesuai KTP) L e SRR R R A SR BT B TR S TR R S SRR
Alamat Pengguna Informasi SR R R R S A S A S RS S E RS TR RS
Nomor Telepon T A B R R B AU A AR i3
Email R38R R B B S SO S IR
Alasan Pengguna Informasi R R R T TA B LS R S AR R S SR R T
Cara Memperoleh Informasi : 1 Langsung. 2 Website. 3 Email 4 Fax. 5. Via Pos.
Format Bahan Informasi : 1 Tercetak; 2 Terekam,;

Cara Mengirim Bahan Informasi : 1. Langsung; 2. ViaPos; 3. Email;

Data Dan informasi yang kami peroleh, kami gunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang
berlaku.

Palangka Raya ..................... 2023
Pemohon Informasi
Materai.
6000

....................................

Nama Jelas & Tanda Tangan

Catatan :
1) UU No. 14 Tahun 2008
PasalSl :

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja Menggunakan informasi Publik secara melawan hokum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)

tahun Dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2) UU No. 14 Tahun 2008

Pasal54 :

(1) Sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf ghuruf h, huruf i, Dan huruf j dipidana dengan pidana penjara
paling Setiap orang yang sengaja Dan tanpa hak mengakses Dan / atau memperoleh dan / atau memberikan informasi yang dikecualikan lama 2
(dua) tahun Dan pidana denda paling banyakRp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja Dan tanpa hak mengakses Dan / atau memperolch Dan / atau memberikan informasi yang dikucilkan
sebagaimana diatur dalam pasal 17 huref ¢ Dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun Dan pidana denda paling
banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).




2)

Format Informasi :
Nama Pemohon INformasi 1 cooiiriiiiiiiiiiiiiiieririiereriaeerirareniirsrenes

Pasal51 :

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

J1. GilikRiwut Km. 3,5Telp. (0536) 3221946 (Fax) 3222984 KodePos 73112
Email: distambenprovkaltene@email .com
PALANGKA RAYA

No: /PPID/DESDM/2023

TANDA BUKTI
PENERIMAAN INFORMASI PUBLIK

TelahTerima Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
Berupa Informasi

.........................................................

.........................................................

.........................................................

1. Tercetak 2. Terekam

Alamat = @==z00909090900 0 cmmececccccemdanicicnoic i s
Palangka Raya............c.occennei. 2023
Pemohon Informasi
Materai
Rp. 6000
Nama Jelas

Catatan :
1) UU No. 14 Tahun 2008

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja Menggunakan informasi Publik secara melawan hokum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun Dan / atau pidana denda paling banyakRp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

UU No. 14 Tahun 2008

FPasal54 :

(1) Sebagaimana diaturd alampasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf £, huruf g,huruf h, huruf i, Dan hurof j dipidana dengan pidana penjara
paling Setiap orang yang sengaja Dan tanpa hak mengakses Dan / atau memperoleh dan / atan memberikan informasi yang dikecualikan lama 2
(dua) tahun Dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja Dan tanpa hak mengakses Dan / atau memperoleh Dan / atau memberikan informasi yang dikucilkan
sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf ¢ Dan huruf ¢, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun Dan pidana denda paling
banyakRp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

1 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

J1. GilikRiwut Km. 3,5Telp. (0536) 3221946 (Fax) 3222984 KodePos 73112
Email: distambenprovkalteng@gmail.com
PALANGKA RAYA

No: /PPID/DESDM/2023

TANDA BUKTI
PENYERAHAN INFORMASI PUBLIK

Telah Terima Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi

Berupa Informasi S ——
Format Informasi : 1. Tercetak 2. Terekam
Nama Pemohon Informasi ¢ .oooiiiie et
Alamat B e e s R R S AR O e e e v s
Waktu Y i s R .7 | 5 (R ——
Palangka Raya...............ceuvnee 2023
Pemohon Informasi
Materai
Rp. 6000
Nama Jelas

Catatan :
1) UU No. 14 Tahun 2008

Pasal51 :
(1) Sectiap Orang yang dengan sengaja Menggunakan informasi Publik secara melawan hokum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun Dan / atau pidana denda paling banyakRp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) UU No. 14 Tahun 2008

Pasal54 :

(1) Sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruff, hurufg,buruf b, huruf i, Dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling
Setiap orang yang sengaja Dan tanpa hak mengakses Dan / atau memperoleh dan / atau memberikan informasi yang dikecualikan lama 2 (dua)
tahun Dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja Dan tanpa bak mengakses Dan / atau memperoleh Dan / atau memberikan informasi yang dikucilkan
sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf ¢ Dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun Dan pidana denda paling
banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).




Nama Badan Publik
Alamat Badan Publik

No. Telp/Faks

Website

Nama Responden
Jabatan
No. Telp/HP

E-mail

{ @ {
KOMISI INFORMASI

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DATA RESPONDEN

MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK TAHUN 2022

Data Badan Publik

- DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
: JLN. CILIK RIWUT Km. 3,5 PALANGKA RAYA

: 0536 - 3221946

: distambenprovkalteng@gmail.com

Data Responden

: SYARIPUDIN, S.Hut
: SEKRETARIS
:0536 - 3221946

- distambenprovkalteng@gmail.com

Alamat Kantor: JI. Willem A. m zo 4 (Kompleks Kantor Gubernur) Palangka Raya, Kalimantan Tengah 72111
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KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DATA RESPONDEN
MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK TAHUN 2022

Data PPID /Pejabat di Bidang Informasi, Komunikasi atau Kehumasan

Nama PPID/Pejabat di bidang
Informasi, Komunikasi atau

Kehumasan : SYARIPUDIN, S.Hut
No. Telp/HP 10536 - 3221946
E-mail . distambenprovkalteng@gmail.com
Palangka Raya,.....Juli 2022
Mengetahui dan Menyetujui,
Responden PPID/Pejabat di Bidang Informasi,

Komunikasi atau Kehumasan

//,/

N,

N

(SYARIPUDIN, S.Hut) wzmz._. CHRISTWAY,S.T.,M.Si)




. 5
vyt

KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kuesioner Perangkat Daerah Provinsi

I. INDIKATOR PENGEMBANGAN WEBSITE

1. Lengkapi pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai,
2. Berikan tanda (¥) pada salah satu kolom jawaban,
3. Berikan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan Alamat situs/portal dan/softfile data dukung.
“Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah obyektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Badan Publik dan wajib dilampiri dengan data dukung”
Sebutkan url/alamat situs/portal dan/atau sofifile sebagai data
NO. PERTANYAAN YA | TIDAK dukung yang dilampirkan.
A. | AKSESIBILITAS WEBSITE
1. a). Apakah Badan Publik Sdr memiliki Web/Situs/Portal khusus PPID Pelaksana? v - esdm(@ppid.kalteng.go.id
b). Apakah Web/Situs/Portal khusus PPID terhubung dengan Website resmi (utama) . p .
Badan Publik Sdr? v - http://ppid.kalteng.go.id
5 M%ﬂ__ﬂwr Web/Situs/Portal khusus PPID Pelaksana Sdr telah menggunakan domain v ) eudiniigid e o id
3 Apakah Badan Publik Sdr memiliki aplikasi layanan PPID berbasis Mobile (Android. _ P (.
i Linux, Apple, dll)?
B. KONTEN
4, Apakah Web/Situs/Portal PPID Badan Publik Sdr mengumumkan Informasi mengenai Profil PPID :
a | Profil Singkat tentang organisasi PPID Pelaksana v - Laporan PPID TA 2021 Tahun 2022
Terlampir
b | Tugas dan Fungsi PPID Pelaksana v - http://ppid.kalteng.go.id/front/dokumen/detail/500 194599
Terlampir
¢ | Struktur Organisasi PPID Pelaksana v - http://ppid.kalteng.go.id/front/dokumen/detail/500 194600
Terlampir
d | Visi dan Misi PPID Pelaksana v = http://ppid.kalteng.go.id/front/dokumen/detail/500194599

Alamat Kantor: JI. Willem A. S No. 4 (Kompleks Kantor Gubernur) Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111 Page 3 _ 10

Telp/Fax.0536-4211936 Email:kiktg@kalteng.go.id




o fit:
huxy s

KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Terlampir
Apakah Web/Situs/Portal PPID Badan Publik Sdr mengumumkan informasi B p—— ‘ i
‘\ - -.... ; 3 - - /
5. mengenai Maklumat Pelayanan Informasi Publik? http://ppid.kalteng.go.id/front/dokumen/detail/500 194666
6. Apakah Web/Situs/Portal PPID Badan Publik Sdr mengumumkan informasi mengenai :
a | Tata cara Permohonan Informasi v - Terlampir
b | Tata cara Pengajuan Keberatan v - Terlampir
¢ | Tata cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi v - Terlampir
7. Apakah pada Web/Situs/Portal memiliki (kanal) Regulasi berkenaan dengan :
a | Peraturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik v - UUNO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KOMISI INFORMASI
PERKINO. | TAHUN 2010 TENTANG STANDAR
b | Rancangan Peraturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik v - LAYANAN PUBLIK
Apakah Web/Situs/Portal Badan Publik Sd iliki aplikasi/tool dapat . N .
8. # R AR TR R v - Terlampir (esdm@ppid.kalteng.go.id )

menerima Permohonan Informasi dan Pengajuan Keberatan secara Online?

Terlampir ( Facebook dan Instagram Dinas Energi dan
Apakah Badan Publik Sdr memiliki saluran media sosial Sumber Daya Mineral )

. Twi tagram/Y outub k) kh hubung d rebsit v - : ines o
4 mnm,”_“wmﬁw&mwmam: W_H:M\Mnmuwwco yimens FRID pang tenung Cengan wonthe http://ppid.kalteng.go.id/front/dokumen/detail/500194601

I INDIKATOR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

NO. PERTANYAAN Sebutkan .:.5_2..__”_.. M_H:M%”.Mnh HHM“H: w”mn_a sebagai data
C. | DIUMUMKAN BERKALA
10. Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Profil Badan Publik:
a | Alamat lengkap Kantor Badan Publik v - Terlampir ( Alamat dan Foto)
b | Visi dan Misi Badan Publik o - Terlampir ( Laporan PPID )

Alamat Kantor: JI. Willem A. S No. 4 (Kompleks Kantor Gubernur) Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111 Page 4 _ 10

Telp/Fax.0536-4211936 Email:kiktg@kalteng.go.id
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KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tugas dan Fungsi Badan Publik v - PERGUB NO. 53 TAHUN 2016
Struktur lengkap Organisasi Badan Publik v - Terlampir (Struktur DESDM)
11. Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Profil Pimpinan Badan Publik? v = ..._,o_._maﬁm_. ( Biodata Kepala Dinas)
Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara _ .
b Pimpinan Badan Publik yang telah diverifikasi oleh KPK (tahun terakhir)? o Terlampir ( LHKPN )
13. Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Rencana Kerja dan Anggaran 2022? v - RKA 2022
Kalender Tahunan 2021 dan 2022
) http://ppid.kalteng.go.id/front/dokumen/detail/500194605
i 2 v - ; e o7
= ekt S3nian Euitissenenppenmeske alondis Kagisan shan Uil w200 http://ppid.kalteng.go.id/front/dokumen/detail/500194606
15. Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Laporan Kinerja Badan Publik tahun 2021? v = LKIP 2022 dan PPID 2022
16. Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Laporan Keuangan tahun 2021 (audited)? v - Terlampir ( Laporan Keuangan 2021 )
Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan informasi tentang peraturan, keputusan,
17. dan/atau kebijakan yang mengikat dan atau berdampak bagi publik yang v - SK RENSTRA, SK PPID, SK RB, SK LKIP, SK IRA
dihasilkan/dikeluarkan Badan Publik?
Surat Edaran Kepala Dinas ESDM Prov.Kalteng
No0.800/163/1.3/DESDM Tanggal 10 Agustus 2021
. ) ) Tentang Penegakan Disiplin Dalam Mentaati Kewajiban
| ok s ek oo s s || Masuk K dan Jam Kero Ba PN don Tenag
’ wmwﬁ% e ARCHRNE Rl pralgRemn, Yasgiehas pel Kontrak dan Mentaati Aturan Penggunaan Pakaian Dinas.
ALUR ATAU BAGAN TATA CARA PENGADUAN
PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU
PELANGGARAN
19. Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan ringkasan Laporan Pelayanan Informasi yang memuat:

Jumlah permohonan informasi publik yang diterima

v

Terlampir (Laporan Akses Informasi)
http://ppid.kalteng.go.id/front/dokumen/detail/500194608

Alamat Kantor: JI. Willem A. S No. 4 (Kompleks Kantor Gubernur) Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
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Telp/Fax.0536-4211936 Email:kiktg@kalteng.go.id
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KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Terlampir (Laporan Akses Informasi)
b | Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik v - http://ppid.kalteng.go.id/front/dokumen/detail/500194608

Terlampir (Laporan Akses Informasi)
¢ | Jumlah Permohonan Keberatan Informasi v - http://ppid.kalteng.go.id/front/dokumen/detail/500194608

Terlampir (Laporan Akses Informasi)
d | Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya v 5 hitp://ppid.kalteng.go.id/front/dokumen/detail/500194608

e | Alasan penolakan permohonan informasi publik - VA —

Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa

Apakah Badan Publik Sdr men kan Infi i tentang Pengadaan Barang dan . - ; : -

20. .qmm% RRIRHE PECEEIRE e B v - http://ppid.kalteng.go.id/front/dokumen/detail/500194615
Terlampir ( Foto Jalur Evakuasi)

21. | Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Prosedur Peringatan dini dan evakuasi? v = http://ppid kalteng.go.id/front/dokumen/detail/500 194620

. INDIKATOR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
1.

Lengkapi pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai,
2. Berikan tanda (v') pada salah satu kolom jawaban,
3. Berikan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan Alamat situs/portal dan/softfile data dukung.
“penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah obyektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Badan Publik dan wajib dilampiri dengan data dukung”

NO. PERTANYAAN YA TIDAK Sebutkan ..:.S._a:“_ﬂ MM”_M\%MH.““““““M» ””?m_nmavuma data
D. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
2 Apakah Badan Publik Sdr telah menunjuk PPID yang mempunyai tugas dan fungsi v ) SK Eu.mU NO. 050/24/1.1/2022/DESDM Tanggal 27
' mengelola informasi publik (SK/Penetapan PPID Pelaksana)? Januari 2022
23. Apakah Badan Publik Sdr memiliki DIP yang telah dimuktahirkan tahun 2021/2022? v = ‘.—..mlm:.__um—.
24. | Apakah Badan Publik Sdr memiliki Laporan Layanan Informasi Publik tahun 20217 v - Laporan PPID TA 2020 Tahun 2021

Alamat Kantor: JI. Willem A. S No. 4 (Kompleks Kantor Gubernur) Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111 - 6 _ 10

Telp/Fax.0536-4211936 Email:kiktg@kalteng.go.id
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y o ) ) Form Pertanyaan
26. M,%MWHWMMwmamwww___mwmmMaﬂns___E laporan kepuasan terhadap pelayanan informasi v - http://ppid.kalteng.go.id/frent/dokumen/detail/500194622
27. | Apakah PPID Badan Publik Sdr melakukan koordinasi/rapat secara rutin? v - Foto Rapat Dinas ESDM Prov.Kalteng
28. Apakah Badan Publik Sdr menyediakan fasilitas/kelengkapan layanan informasi publik :
a | Meja. kursi, kursi tunggu dan sarana penerimaan (desk information) v - Terlampir (foto)
b | Formulir dan Tanda Terima Permohonan Informasi v - Terlampir
¢ | Formulir Keberatan v - Terlampir
Terlampir
d | Daftar Register Permohonan v - http://ppid.kalteng.go.id/front/dokumen/detail/500194669
e | Jadwal Pelayanan Informasi Publik v - Terlampir
f | Terdapat layanan memperhatikan aksesbilitas bagi Penyandang Disabilitas - v WWM.MW?—.\WA_HH%WM”MWWM AAN KURSI RODA
29 >wmrm.: mmam_._ Publik Sdr melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik ) v |
) Dikecualikan?

INDIKATOR PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK

TIDA Sebutkan url/alamat situs/portal dan/atau softfile sebagai data
NO. PERTANYAAN YA K dukung yang dilampirkan,
E. | PERATURAN/ KEBIJAKAN/ KEPUTUSAN
30. | Apakah Badan Publik Sdr memiliki Peraturan/ Kebijakan/ Keputusan mengenai v ) SK PPID NO. 050/24/1.1/2022/DESDM Tanggal 27
. Pelayanan Informasi Publik yang Badan Publik Sdr hasilkan? Januari 2022
31 Apakah Badan Publik Sdr memiliki Informasi yang ditetapkan sebagai Informasi ” v KOORDINASI DENGAN PPID MINERBA PUSAT
i Dikecualikan?

Alamat Kantor: JI. Willem A. S No. 4 (Kompleks Kantor Gubernur) Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111

= 7|10

Telp/Fax.0536-4211936 Email:kiktg@kalteng.go.id
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KOMISI INFORMASI

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

19 Apakah Badan Publik Sdr memiliki Kebijakan mengenai standard biaya perolehan v - SK NO. 050/46/1.1/2021 Tentang Biaya Perolehan
" | informasi? Informasi Publik Pada Dinas ESDM Prov.Kalteng
Apakah Badan Publik Sdr telah menugaskan petugas Pelayanan Informasi untuk v - SK Dewan Pertimbangan
33 | menyiapkan Dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan Pengujian http:/ppid.kalteng.go.id/front/dokumen/detail/500194655
Konsekuensi 7
v
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN INFORMASI
F.
PUBLIK
v - Terlampir
34. Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Pengelolaan Permohonan Informasi? http://ppid.kalteng.go.id/front/dokumen/detail/500194629
v - Terlampir
35, Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi? http://ppid.kalteng.go.id/front/dokumen/detail/500194629
v - Terlampir
36. Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik? http://ppid.kalteng.go.id/front/dokumen/detail/500194629
Badan Publik Sdr memiliki SOP dari Pemuktahi Y ) L erimpir
37, | Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Penctapan dari Pemuktahiran Daftar http://ppid.kalteng.go.id/front/dokumen/detail/500194629
Informasi Publik?
v - Terlampir
38. Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Pengujian tentang Konsekuensi? http://ppid.kalteng.go.id/front/dokumen/detail/500194629
v - Terlampir
39, Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Pendokumentasian Informasi Publik? http://ppid_kalteng.eo.id/front/dokumen/detail/500194629
Apakah Badan Publik Sdr memiliki ian Informasi Y - | Jetemph
40. e Brgin Bl San il SR Pendehumststan ebmes g g http://ppid.kalteng.go.id/front/dokumen/detail/500194629

Dikecualikan?

Alamat Kantor: JI. Willem A. S No. 4 (Kompieks Kantor Gubernur) Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111

Telp/Fax.0536-4211936 Email:kiktg@kalteng.go.id
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=—=7= Sy wm. .A = .‘ = == EEE T N\Wlu ==
Sha ek _V et ia s
P diakan dok Sk dal v - merm_.. 2&%3%%: Emw_m: aw: Renstra
) Badan Publik Sdr menyediakan dokumen pendukung dalam penyusunan htto://opid kaltene.go.id/front/dokumen/detail/500194
41. Peraturan/Kebijakan/Keputusan yang telah ditetapkan dalam tentang waktu 2016-2021 _a ‘ u.. / \Uum d rm_ el . d \W.O:M ao__M \Mm m_“wmmmu 9 ammw
(misalnya: naskah akademik, masukan masyarakat, kajian, risalah rapat)? ittp://ppid.kalieng.go.1d/front/dokumen/detail/s 2
Apakah Badan Publik Sdr diak t perjanjian d ihak keti d i HBE, S SF
p adan Publi menyediakan surat-surat perjanjian dengan pi etiga e i e /6 ) ; -
42, mengenai Pengadaan Barang dan Jasa berikut dokumen pendukungnya? http://ppid.kalteng.go.id/front/dokumen/detail/500194632
43 Apakah Badan Publik Sdr menyediakan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis v - RENJA dan RENSTRA
’ (Renstra) Badan Publik yang masih berlaku?
44. Apakah Badan Publik Sdr menyediakan SOP tentang :
v - SOP Organisasi DESDM
Pedoman pengelolaan organisasi http://ppid.kalteng.go.id/front/dokumen/detail/500194657
Pedoman pengelolaan administrasi v - SOP Bidang Energi dan Kelistrikan
Pedoman kepegawaian v - SOP Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian
Pedoman pengelolaan keuangan v - SOP Keuangan dan Aset

umum pelanggaran yang ditemukan oleh pengawas internal?

45. Apakah Badan Publik Sdr menyediakan data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik tentang:
v - Terlampir (Data Statistik Kepegawaian)
Kepegawaian http://ppid.kalteng.go.id/front/dokumen/detail/500194638
v - Terlampir ( Data Statistik Keuangan )
Keuangan http://ppid.kalteng.go.id/front/dokumen/detail/500194639
v - Terlampir ( Barang Milik Negara dan Barang Milik
46 Apakah Badan Publik Sdr menyediakan informasi data perbendaharaan atau inventaris Daerah )
" barang milik negara? http://ppid.kalteng.go.id/front/dokumen/detail/500 194640
; i g ; , . v - LHP dari Inspektorat
g7, | “palkalt BaducPubil Sdrewnpediakatt lufornumslseatang Jmlsh, jissk gambarn http://ppid kalteng.go.id/front/dokumen/detail/500194641

Alamat Kantor: JI. Willem A. S No. 4 (Kompleks Kantor Gubernur) Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111

Page 9]10

Telp/Fax.0536-4211936 Email:kiktg@kalteng.go.id
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: o . . i v - LHP dari Inspektorat
Apakah Badan Publik Sdr menyediakan aformant teatang jumials, jents & gRmbacin http://ppid.kalteng.go.id/front/dokumen/detail/500194646
umum pelanggaran yang dilaporkan serta penindakannya? = : T : £

Alarat Kamtors 31 Willem A. S No. 4 (Kompleks Kantor Gubernur) Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111~ 2 8¢ 10 | 10

Telp/Fax.0536-4211936 Email:kiktg@kalteng.go.id
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KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN
KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 057.1/KEP/ KI KALTENG/X/2022

TENTANG | *

HASIL MONITORING DAN EVALUASI {“g;&
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADANEUB
DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH LAY

KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANT‘-I‘ N TENGAH

Menimbang . a. bahwa Komisi Informasi adalah N bdga mandiri yang berfungsi
menjalankan Undang-Undan @mor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi P peraturan pelaksanaannya, serta
menetapkan petunjuk te tafidar lanyanan informasi publik;

b. bahwa guna mengetdhui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008, Komisi lafermasi melakukan Monitoring dan Evaluasi
Keterbukaan InfoffpasiPublik pada Badan Publik;

.', Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada

Badan Publ{k “sgbagai sarana memantau dan menilai pelaksanaan

»- informasi publik, serta mengukur tingkat kepatuhan

Badap Publik;

d b rdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

¢ Hiarulb, telah selesai dilaksanakan dan dihasilkan kualifikasi yang

" jadi tolok ukur pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada

W"“»’rﬁ% Badan Publik, maka perlu diadakan atas hasil evaluasi sesuai
"%f‘"w’_"_'} Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2022.

LM% e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

o huruf b dan ¢, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi

Informasi Provinsi Kalimantan Tengah tentang Hasil Monitoring dan

g, &
‘a"i‘.‘:} ﬁ!
\

g £ 3
& Q*‘ms"ﬁ‘

%, - Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di
o1 Ty Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022;
=Y
Mengingat ©  a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4846);

b. Peratzimn Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99);

¢. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar
Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 741),

d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2022 tentang Monitoring
dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik




Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT o0 ' Infc '

N:}m merupakan kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan
4{% Tengah dan tidak daat diganggu gugat;
%

o,

KEL]%@}

KEENAM

@

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4),

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan
Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

f Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi
Publik Provinsi Kalimantan Tengah;

g Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2015
tentang Pedoman Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah;

h. Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 01 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

pada Komisi Informasi Provinsi dan Kabupaten/Kota tanggal 4 Juli
2022. w?ﬁ

=
LY

Rapat Pleno Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah tgnggal 6

Oktober 2022,
{:% f,
<&

MEMUTUSKAN :
N

§
KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI NSI KALIMANTAN
TENGAH TENTANG HASIL MONITO DAN EVALUASI

KETERBUKAAN INFORMASI PU Ll% TERHADAP BADAN
PUBLIK DI WILAYAH PROV ALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2022, e

Menetapkan hasil monit%ﬁn% é'\'raluasi keterbukaan informasi publik
pada badan publik tah «,ﬁzro , yang dilaksanakan dengan prinsip
terukur, obyektif, a ansparan, dan berkelanjutan.

Hasil Monitoring{ da ‘Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun
2022 sebagaimp A a“pada Diktum KESATU terdini tiga kategori Badan

Publik y utefah dikualifikasikan berdasakan tolok ukur yang
dihasilkg }i setiap tahapan pelaksanaan terhadap 55 badan publik
sebaggimana disebut dalam lampiran keputusan ini yang merupakan

bégia g tidak terpisahkan;
%

%pﬁtusm hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat
diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Palangka Raya
25 Oktober 2022




Lampiran

Keputusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor :057.1 /KEP/ KI KALTENG/X/2022

Tanggal :25 Oktober 2022

HASIL MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK
DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022

A. 31 (Tiga Puluh Satu) Kualifikasi Badan Publik Kategori Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah:
No OPD Provinsi Nilai Kategori
1. | Dinas Kelautan dan Perikanan 98.19
2. | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 98.13
3. | Dinas Pemberdayaan Perempuan, <’
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk 93.15 - '
dan KB k\
4. | Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil 93.12 % Informatif
5. | Dinas Kehutanan 93.05 Informatif
6. | RSUD dr. Doris Sylvanus 91.88 Informatif
7. | Dinas Pendidikan Q07 Informatif
8. | Biro Administrasi Pimpinan b @% Informatif
9. | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan {Q X )
Pertanahan oo 18 90.10 Informatif
10. | Badan Kepegawaian Daerah Cod 90.05 Informatif
11. | Dinas Penanaman Modal dan PTSP ¢ % < 88.72 Menuju Informatif
12. | Dinas Perhubungan 4{\“”’ 86.69 Menuju Ipformatif
13. | Dinas Kesehatan AN 86.51 Menuju Informatif
14. | Biro Organisasi e R 85.87 Menuju Informatif
15. | Dinas Energi dan Summ{{\dincral 85.40 Menuju Informatif
16. | Satuan Polisi Pamotig®Rraja 84.98 Menuju Informatif
17. | Badan Keuangan dan #set Daerah 83.93 Menuju Informatif
18. | Biro Umum m 80.53 Menuju Informatif
19. | Dinas Pembgrdayaan Masyarakat dan Desa 80.27 Menuju Informatif
20. | Dinas Bfrpystakaan dan Arsip 79.03 Cukup Informatif
21. | Dina$ Dysigkungan Hidup 74.43 Cukup Informatif
22. %&ﬁm DPRD 72.90 Cukup Informatif
Bifo Perekonomian 67.82 Cukup Informatif
ﬁ?‘ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 61.03 Cukup Informatif
25. | Biro Kesejahteraan Rakyat 56.15 Kurang Informatif
26. | Dinas Perdagangan dan Perindustrian 52.33 Kurang Informatif
27. | Inspektorat 51.16 Kurang Informatif
28. | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 47.06 Kurang Informatif
29. | Dinas Perkebunan 46.26 Kurang Informatif
30. | Biro Administrasi Pembangunan 38.52 Tidak Informatif
31. | Dinas Ketahanan Pangan 28.15 Tidak Informatif




11 (Sebelas) Kualifikasi Badan Publik Kategori Badan Publik Vertikal di Provinsi

Kalimantan Tengah:

No Instansi Vertikal Nilai Kategori

1. | BPS Provinsi Kalteng 96.54 Informatif

2. | BPK-RI Perwakilan Kalteng 95.42 Informatif

3. | BAWASLU Provinsi Kalteng 95.07 Informatif

4. | KPU Provinsi Kalteng 94.37 Informatif

5. | BKKBN Provinsi Kalteng 92.11 Informatif

6. | Ombudsman RI Provinsi Kalteng 86.67 Menuju Informatif
7. | BPJS Kesehatan Cab. Palangka Raya 86.64 Menuju Informatif
8. | BPOM Palangka Raya 84.68 Menuju Informatif
9. | Kanwil Kemenkumham Provinsi Kalteng 80.09 Menuju Informatif
10. | KPPN Palangka Raya 72.91 Cukup Inf ymatif
11. | Kanwil Kemenag Provinsi Kalteng 65.08 Wati
C. 13 (Tiga Belas) Kualifikasi Badan Publik Kategori PPID Utama g

No Kabupaten / Kota Nilai ﬁ Kategori

1. | Kota Palangka Raya 96.96 Informatif

2. | Kabupaten Kobar 9179 Informatif

3. | Kabupaten Pulang Pisau LA Informatif

4. | Kabupaten Kapuas L of S412 Informatif

5. | Kabupaten Murung Raya ‘%@ 91,01 Informatif

6. | Kabupaten Lamandau i 83.42 Menuju Informatif
7. | Kabupaten Barito Selatan RN 82.42 Menuju Informatif
8. | Kabupaten Katingan e 74.69 Cukup Informatif
9. | Kabupaten Gunung Mas r‘“@;V 1171 Cukup Informatif
10. | Kabupaten Kotawaringin Tlmuﬁﬁﬁ 70.87 Cukup Informatl.f
11, | Kabupaten Barito Utara {, {_ b 64.17 Cukup [nfonnatl'f
12. | Kabupaten Sukamara g%, 42.01 Kurang Informatif
13. | Kabupaten Seruyatﬁg;%& ) 41.13 Kurang Informatif

O

§ N

M
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KOMISI INFORMASI PROVINS! KALIMANTAN TENGAH
PENGANUGERAHAN

KETERBUTAAN NFORMASI BADAN PUBLIK TAMUN 2032
KATEGOR| BADAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH PROVINS! KALIMANTAN TENGAH

DINAS ENFRGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Sebagai Badan Publi
PERINGEAT &

Yhtensjee Guformalif

Cacam Impiementas! Undang - Unetang Momot 14 Tahun 2008
Tentang K U s Pubiia

Palangha Rayan. 28 Oklober 2000
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Dipindal dengan CamScanner




Dipindal dengan CamScanner




FOTO
KEGIATAN PENGAWASAN MINERAL
DAN BATUBARA




FOTO KEGIATAN LAPANGAN

Foto .1 KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA







DOKUMENTASI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PERIZINAN OPERASI YANG FASILITAS
INSTALASINYA DALAM DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2022

PT. SAPTA KARYA DAMAI
-l . ikl

i

Il

il







DOKUMENTASI KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PERIZINAN OPERASI YANG
FASILITAS INSTALASINYA DALAM DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DI KABUPATEN MURUNG RAYA TH. 2022

PT. SEMESTA ALAM BARITO
lf./.. ’ —

= -

Murung Raya, Kalimantan Tengah 73991, indonesia
-0.592701"
114.801442%
06/10/22 09:07 AM
Dinas ESDM Prov. Kalteng Bidang Pengawasan

H
e
]
4
3
5

Kecamatan Laung Tuhup, Kslimantan Tengah, indonesia
CR42+M3F, Beras Belange, Kec. Laung Tuhup, Kabupaten

06/10/22 09:46 AM
Dinas ESOM Prov. Kalteng Bidang Pengawasan

Kecamatan Laung Tuhup, Kalimantan Tengah, Indonesia
CRA2+M3F, Beras Balange, Kec. Laung Tuhup, Kabupaten
Murung Rays, Kalimantan Tongah 73991, Indonesia

Lat -0.503078*

Long 114.801401"

08/10/22 09:27 AM
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DOKUMENTASI KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PERIZINAN OPERASI YANG
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FOTO PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA
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PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA




FOTO PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA
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FOTO
KEGIATAN GEOLOGI DAN AIR TANAH




FOTO KEGIATAN
FOTO KEGIATAN DPA 2022 SEKSI KONSERVASI AIR TANAH FOTO PENGUKURAN GEOLISTRIK

FOTO KONSULTASI KONSERVASI AIR TANAH

DI BALAI KONSERVASI AIR TANAH DKI JAKARTA
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PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI

WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DALAM 1 DAERAH PROVINSI DAN WILAYAH LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL
DI KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kenampakan Sungai Rarawa/lokasi pengamatan Blok Rarawa

Singkapan batupasir kuarsa pada tebing Sungai Rarawa

Pembuatan sumur uji untuk pengambilan sampel analisa Anggota tim melakukan pendulangan pasir kuarsa untuk mengamati
| a i P _ s konsentrat mineral yang terendapkan bersama pasir kuarsa
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Pengambilan sampel pasir kuarsa pada tebing sungai di daerah

Blok Rarawa
By T '

Ve gy ¢ . $ i

Anggota tim melakukan pengukuran ketebalan lapisan batupasir

kuarsa pada lokasi pengambilan sampel di Blok Mareh

daerah

(L

Aktivitas pemboran menggunakan bor tumbuk untuk mengambil
sampel pasir kuarsa dengan kedalaman mencapai 2,5 meter.

Aktivitas penambangan emas aluvial di daerah Sungai Rarawa
menggunakan mesin hisap/mesin sedot.
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PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI

WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DALAM 1 DAERAH PROVINSI DAN WILAYAH LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL
DI KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Morfologi Lokasi Singkapan Pasir yang masih ditambang Pengukuran Ketebalan Singkapan Pasir di Lokasi KTN 01

AR -
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PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI

WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DALAM 1 DAERAH PROVINSI DAN WILAYAH LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pasir dengan ketebalan > 150 cm (menerus ke bawah), lokasi
merupakan bekas tambang pasir

Pasir dengan ketebalan > 100 cm (menerus ke bawah) kondisi
sedang berlangsung penambangan pasir.

Terdapat pasir dengan ketebalan > 125 cm (menerus ke bawah),
lokasi merupakan bekas tambang pasir.

dengan ketebalan > 100 cm (menerus ke

penambangan pasir.

Terdapat pasir
bawah) lokasi




Terdapat pasir berwarna putih keabuan dengan ketebalan > 100 cm Terdapat pasir berwarna putih dengan ketebalan > 130 cm

(menerus ke bawah) lokasi bekas penambangan pasir (menerus ke bawah) dan beberapa gundukan pasir di atasnya.




PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI
WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DALAM 1 DAERAH PROVINSI DAN WILAYAH LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Morfologi pedataran pada lokasi umumnya merupakan sebaran
pasir

nd auger

-~

Pengambilan sample pasir menggunakan ha




Hasil pendulangan dari sample pasir yang memperlihatkan
kandungan kuarsa, zircon dan mineral berat.

Pengamatan dan Pengambilan conto laterit di desa Kapuk
- :




Morfologi dataran lokasi hamparan pasir lepas di Desa Kapuk Pengambilan conto pasir lepas di Desa Kapuk, Kecamatan Mentaya
Hulu

n Sawit milik masyarakat

HSQUm




PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI

WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DALAM 1 DAERAH PROVINSI DAN WILAYAH LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL
DI KABUPATEN MURUNG RAYA | DAN Il PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Singkapan Batuan Basalt (batu belah) di sekitar Sungai Soko Desa Singkapan laterit di sekitar Desa Datah Kotou

Singkapan laterit di sekitar Desa Datah Kotou, yang diduga

mengandung mineral berat Au
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Singkapan Potensi pasir kerikilan pada ambuhan anak sungai
Barito

Singkapan batuan Andesit yang telah sebagian ditambang pada
sekitar jalan menuju Desa Saripoi

Pengambilan sample Laterit pada sekitar jalan Desa menuju Desa
Konut

Singkapan potensi Batuan Andesit di Sungai Barito




PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI
WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DALAM 1 DAERAH PROVINSI DAN WILAYAH LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL

DI KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Singkapan Batupasir di Desa Bawan Melakukan kegiatan pengambilan conto pasir menggunakan Hand
W : ) Lo Auger

e

Tim melakukan koordinasi di Desa Pamarunan
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PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI
WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DALAM 1 DAERAH PROVINSI DAN WILAYAH LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL

DI KABUPATEN SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Terdapat pasir dengan ketebalan 2 50 cm (Dilakukan pengambilan Terdapat pasir berwarna putih kecoklatan dengan ketebalan 164 cm

sampel pasir).

(Dilakukan pengambilan sampel pasir). sampel 6

T

¥ gl

]

Dari parit uji (fest pit) terdapat tanah penutup (Over Bourden) .qoimumﬂ. ._mﬂo_.m_....umcrms orange rmwor.n.ﬁ:. no_.d.nma xm,ﬂ.mu.m_m_:..v a.ua-
dengan ketebalan 90 cm dan pada bagian bawah terdapat cm (menerus ke bawah). Dilakukan pengambilan sampel. (sampel
laterit/bauksit (ore) dengan ketebalan 270 cm. 1)
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PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI

WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DALAM 1 DAERAH PROVINSI DAN WILAYAH LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL
DI KABUPATEN SUKAMARA BAG. SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Pasir lepas mengandung kuarsa yang merupakan bagian dari Endapan sungai kecil yang mengandung hasil endapan pasir kuarsa
formasi Dahor di Natai Sedawak yang merupakan bagian dari formasi Dahor

S e

Pasir Kuarsa dengan ketebalan 1,5 m yang tersingkap di desa Endapan Batu Pasir dengan ketebalan 2 m yang tersingkap di desa
Sungai Cabang Barat. Sei Tabuk, merupakan bagian dari endapan aluvial .




Singkapan Laterit di Desa Semantun Kecamatan Permata Kecubung w:._n»_“mum: Diorit di Desa Lupu Peruca

7 =T ¥
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Pengambilan sample menggunakan Hand Auger di Desa Kerta Singkapan pada tepi jalan di Desa Kerta Mulya, kecamatan
Mulya, kecamatan Sukamara Sukamara, pasir lepas yang merupakan bagian dari formasi aluvial
e : - dan endapan rawa
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PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI

WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DALAM 1 DAERAH PROVINSI DAN WILAYAH LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL
DI KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Lokasi pasir di kecamatan Bukit Batu Sampel PKY 01

...\..J.r
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Lokasi Sampel PKY 07 dan pengukuran Ketebalan Lapisan
Di km 24 Kecamatan Bukit Batu




PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI

WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DALAM 1 DAERAH PROVINSI DAN WILAYAH LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL
DI KABUPATEN LAMANDAU | PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Endapan laterit di desa Karang Taba — Penopa Endapan pasir sungai hasil penambangan pasir Sungai di sekitar
o~ e . F : . Desa Guci

i

€y

Boulder batuan beku yang merupakan bagian breksi aneka bahan Hasil penambangan pasir sungai di Desa Peri
dari Formasi Kuayan di sepanjang Bina Bakti — Perigi e . N
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FOTO

UNIT PELAYANAN TEKNIS




FOTO UPT

Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Tentang Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke
Pelayanan UPTD Laboratorium ESDM Tekmira dan PPSDM di Bandung dan BSN
Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru

-

di Jakarta

Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Biro Kegiatan Pengambilan Sampel di
Kotawaringin Timur

Kepegawaian dan Biro Keuangan Setjen

Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral
di Jalgartg‘ ‘

Kegiatan Pengambilan Sampel di
Kotawaringin Bara —




Kegiatan Pengujian Sampel di Laboratorium Konsultasi Kegiatan Penambangan
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Sekala Kecil di Kabupaten Katingan

Pelatihan Alat Resistivity Meter Geolistrik Pelatihan Pengoperasian Alat Well
IRES T300F Multi Channel Logging




